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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Profesi advokat merupakan salah satu komponen sistem penegakkan 

hukum yang termasuk ke dalam bagian dari penyandang profesi yang istimewa 

dan mulia (Officium Nobile). Seorang advokat dalam menjalankan profesinya 

sebagai salah satu bagian dari sistem penegakkan hukum, wajib tunduk dan patuh 

serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kode etik profesi, dalam hal ini 

yakni kode etik profesi advokat. 

Berbicara terkait profesi advokat, tentulah harus mengetahui secara 

komprehenshif dan imparsial terkait dasar, definisi serta makna yang terkandung 

dalam profesi advokat itu sendiri. Advokat secara etimologis berasal dari bahasa 

latin, yakni Advocatus, yang berarti “To Defend, to call to one’s aid vouch or 

warrant. Atau to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, 

or recommended publicy”1.. 

Advokat sebagai salah satu bagian dari penegak hukum didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana yang 

termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu “Advokat berstatus sebagai penegak 

hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-

undangan”. 

Sementara di sisi lain Advokat yang merupakan cerminan salah satu 

penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana 

 
1Theodorus Yosep Parera, Advokat Dan Penegak Hukum, Penerbit Genta Press, 

Yogyakarta, 2016. halaman 1. 
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dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan 

kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita 

mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan 

keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu sebagaimana istilah hukum 

yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki 

kedudukan yang sama di hadapan hukum”. 

Terjemahan tekstual pada rumusan Pasal diatas, advokat diterjemahkan 

secara tegas sebagai salah satu profesi yang menyandang status sebagai penegak 

hukum, bebas, mandiri, yang dijamin oleh Undang - Undang sehingga sangat 

relevan dalam mewujudkan prinsip – prinsip negara hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat yang sekaligus merupakan variable dalam sistem peradilan pidana. 

Advokat dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi 

karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual yang tinggi. 

Seorang advokat haruslah memiliki kemampuan dalam berbagai bidang disiplin 

ilmu, yang tidak kalah penting dimiliki seorang advokat adalah kemampuan 

spiritual dan emosional yang membentuk karakter seorang advokat menjadi 

karakter yang berintegritas dalam menegakkan hukum yang berkeadilan sebagai 

suatu tugas yang mulia. Hal ini berkesesuaian pula dengan pendapat Robert F. 

Kennedy yang menyatakan bahwa Keteguhan hati adalah atribut yang teramat 

sangat penting bagi seorang advokat, Ia lebih penting daripada kecakapan atau 

visi, ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat 

usang, dan ia akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan 
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ruang keadilan2. Ourage in the most important atribute of a lawyer. Let is more 

important than important competence or vision. It can never bethe limited, dated 

or our wom and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the camber 

of the mind. 

Kebebasan dan kemandirian advokat3 diperlukan sebagai penopang 

terwujudnya sistem peradilan yang fair (fair trial), bebas dan tidak memihak (free 

and impartial tribunal)4, dimana semua itu hanya dapat terwujud apabila judicial 

process dilaksanakan secara berimbang dan adil dengan memberikan kebebasan 

dan kemandirian tanpa intervensi terhadap masing masing law enforcement yaitu 

hakim, jaksa, polisi dan advokat5. 

Pengakuan akan kebebasan dan kemandirian yang diberikan oleh undang-

undang terhadap profesi advokat bukan tanpa batas. Disinilah peran organisasi 

sebagai institusi yang berfungsi untuk membina kualitas dan disiplin para advokat 

dalam menjalankan nilai luhur profesinya (officium nobile) serta sebagai bentuk 

pertanggungjawaban terhadap masyarakat pencari keadilan (justiciabelen). 

Merujuk terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat yang secara jelas menyatakan 

bahwa advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan yang setara dan 

sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. 

Dalam Konteks Undang–undang Advokat tersebut bahwa kedudukan yang 

 
2Raden Muyazin Arifin, “Fungsi Dan Kedudukan Advokat Dalam Proses Penegakan 

Hukum Di Indonesia”, Junal Ar-Risalah, Vol XIII No 1 April 2015, halaman 36.  
3Pejelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4288  
4Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, halaman. 42.  
5Jimly Asshiddiqie. Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/ 

Penegakan Hukum pdf, diunduh tanggal 21 Juni 2024, Pukul 16.05 WIB  



4 
 

 
 

dimaksud sangat memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu – satunya 

wadah profesi advokat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu 

organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas 

dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan 

maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, 

organisasi advokat yaitu, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada 

dasarnya adalah organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (Independen 

State Organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara. 

Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat 

terhadapnya (legitimasi sosial). Secara historis peran penasehat hukum ada seiring 

perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada 

masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki 

penegakan hukum, kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama 

perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi 

masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma 

hukum yang dapat ditegakkan. Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias 

politica negara menjalankan tugasnya sasaran adalah menghadirkan pengacara 

selain untuk memenuhi dalam hukum acara tersebut, yaitu untuk memberikan 

bantuan hukum bagi masyarakat serta membantu hakim dalam menemukan 

kebenaran hukum dalam persidangan untuk sebuah tujuan keadilan6. 

Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak 

hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat 

 
6Zulharbi Amathir, “Peran Dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum”, 

Jurnal Media Hukum, Vol. 9 Nomor 2, September 2021, halaman. 71.  
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seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak 

hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem 

penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian 

advokat dalam menjalanakan profesinya dan juga menghindari adanya 

kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Aparat 

penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya diberikan kewenangan, tetapi Advokat dalam menjalankan profesinya 

tidak diberikan kewenangan. Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan 

pemberian kewenangan kepada advokat. “Kewenangan tersebut diperlukan selain 

untuk menciptakan kesejajaran diantara aparat penegak hukum juga untuk 

menghindari adanya multi tafsir diantara aparat penegak hukum yang lain dan 

kalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan”7. 

Sementara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak 

mengatur tentang kewenangan Advokat di dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka terjadi 

kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan Advokat tersebut. Perlu 

diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang 

menjalankan fungsi negara. Dengan demikian maka profesi advokat sama dengan 

Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan 

fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang 

berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah 

lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan 

kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya 

sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan 

 
7Ibid., halaman. 73.  
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tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang 

lebih baik. Kewenangan advokat dari segi kekuasaan yudisial, dvokat dalam 

sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat.8 

Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili 

kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat 

sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan 

negara dan masyarakat. Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu 

mendapat pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

penyelesaian sengketa di bidang hukum. Namun pada dasarnya fungsi, peran, dan 

tanggungjawab dari advokat, pengacara, penasehat hukum adalah sama, 

perbedaannya hanya jika dilihat dari segi kompetensinya saja9. 

Mengacu di berbagai Negara maju, peran dan fungsi advokat sangat besar 

manfaatnya bagi masyarakat, sehingga hanya orang–orang terpilih yang dapat 

mengemban profesi yang mulia tersebut. Salah satu peran advokat dapat terlibat 

secara langsung dalam memberikan bantuan-bantuan hukum. Tentu saja 

pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar 

ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, memelihara keteraturan, penyeimbang 

berbagai kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam beracara di depan 

Pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang 

ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, 

sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang 

seadil-adilnya. 

 
8Ibid  
9Ibid  



7 
 

 
 

Salah satu contoh di negara maju negara Belanda, seseorang yang 

menjalankan praktik hukum disebut dengan istilah “Jurist”. Secara definisi Jurist 

adalah istilah dasar bahasa Belanda yang mengacu pada setiap orang yang 

menjalankan praktik hukum. Secara umum, istilah 'Jurist' di Belanda mengacu 

pada seseorang yang telah berhasil menyelesaikan studi universitas di bidang 

Hukum (sarjana dan master). 

Advokat di Belanda selalu seorang pengacara, namun seorang pengacara 

di Belanda tidak selalu merupakan advokat di Belanda. Setiap jenis pengacara 

Belanda memiliki kualifikasi dan pengetahuan tersendiri tentang bagian-bagian 

hukum Belanda. Istilah umum bahasa Inggris ‘Advocate’ akan digunakan untuk 

“Advocaat” dalam bahasa Belanda, yaitu pengacara tersumpah yang tindakannya 

diatur oleh segala macam hukum, Undang-Undang dan diawasi oleh Asosiasi 

Pengacara Belanda NOvA (De Nederlandse orde Van Advocaten) yang 

merupakan satu organisasi. 

Berdasarkan hukum Belanda, setiap pengacara di Belanda secara otomatis 

wajib menjadi anggota Asosiasi Pengacara Belanda. Dutch Bar Association 

adalah organisasi profesi hukum publik dari profesi hukum (badan publik 

Belanda). Asosiasi Pengacara Belanda didirikan berdasarkan hukum Belanda pada 

tanggal 1 Oktober 1952. 

Profesi advokat di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang secara spesifik 

memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, 

dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi 

advokat. Akan tetapi problematika advokat di Indonesia saat ini adalah banyaknya 
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organisasi advokat yang ada di Negara ini padahal organisasi advokat yang lahir 

setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). sebagaimana ketentuan dalam 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu 

organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas 

dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan 

maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. 

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat yang berlaku sampai saat ini, dahulu pada saat zaman orde baru telah ada 

aturan hukum tentang advokat yang pada saat itu disebut pengacara praktik dan 

penasihat hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-

Pokok Kehakiman tidak ada penyebutan advokat, melainkan penasihat hukum, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

Tentang Pokok-Pokok Kehakiman. Dalam kaitan ini juga dikenal istilah 

Penasihat Hukum dan Pengacara  Praktik, di mana pengacara praktik ditunjuk 

bagi mereka yang telah lulus dalam ujian praktik dan mendapatkan izin praktik di 

Pengadilan Tinggi10.  

Istilah pengacara praktik menunjukkan apabila calon yang memiliki gelar 

sarjana hukum telah lulus dari ujian yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi, dia 

akan mendapatkan surat pengangkatan dari Pengadilan Tinggi, sedangkan orang 

yang mendapatkan pengangkatan dari menteri kehakiman setelah lulus menjadi 

 
10V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2020, 

halaman 5.  
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pengacara praktik disebut penasihat hukum, dan hal ini sesuai dengan Pasal 1 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 (KUHAP)11. 

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 

1987 tentang Penjelasan Dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 Nomor: 

KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 yang 

membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori: 

a. Para pengacara advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan 

atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di 

manapun. 

b. Para pengacara praktek yang diberi ijin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi 

untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang 

bersangkutan. 

Namun, dalam praktik sehari-hari, pengacara praktik secara umum 

dipandang mempunyai status yang ‘lebih rendah’12. Karena penasihat hukum 

yang diangkat oleh menteri kehakiman merasa mempunyai status yang lebih 

tinggi dan menyatakan diri sebagai advokat. Padahal baik penasihat hukum 

maupun pengacara praktik sama-sama menjalani serangkaian perjalanan pelatihan 

agar dapat memenuhi syarat-syarat sebagai advokat. 

Organisasi advokat memberi warna tersendiri terhadap sejarah 

perkembangan dunia hukum di tanah air. Keberadaannya sudah ada bahkan sejak 

zaman kolonial. Sejarah pembentukan organisasi advokat di Indonesia merupakan 

 
11Ibid  
12Ibid., halaman 6. 
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perjalanan panjang, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat sejatinya sudah banyak organisasi advokat yang terbentuk mulai 

sebelum pra kemerdekaan Pada masa itu, jumlah advokat masih terbatas dan 

hanya ditemukan di kota yang memiliki Landraad (Pengadilan Negeri) dan Raad 

van justitie (Dewan Pengadilan). Para advokat tersebut tergabung dalam 

organisasi yang bernama Balie Van Advocaten13.  

Dalam literatur hukum administrasi, seperti dikemukakan oleh Philipus M. 

Hadjon beliau membedakan dengan tegas arti istilah administrasi dalam konsep 

hukum administrasi dengan arti istilah administrasi dalam konsep ilmu 

administrasi negara sebagai cabang ilmu sosial14. 

Pasca kemerdekaan Seminar Hukum Nasional Advokat Indonesia yang 

digelar pada 4 Maret 1963 di Jakarta melahirkan organisasi bernama Persatuan 

Advokat Indonesia (PAI).15 Kemudian dalam Musyarwarah I/Kongres Advokat 

yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, 

secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia, yang 

disingkat dengan Peradin, sebagai pengganti PAI. Keanggotaan Peradin bersifat 

sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin16.  

Di masa Orde Baru, kehadiran Peradin dinilai mengancam jalannya 

pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, pada 1980-an, 

pemerintah mulai melakukan upaya dan strategi meleburkan Peradin ke wadah 

 
13Tim Hukumonline, “Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia”, hukumonline.com, 

diakses tanggal 19 Agustus 2023.   
14Bahder Johan Nasution, Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara, 

Penerbit CV Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2012, halaman 9.  
15V. Harlen Sinaga, Op.Cit,  halaman 7.  
16Ibid 
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tunggal yang bisa dikontrol pemerintah17. Pada tahun 1977 ada perdebatan akibat 

perbedaan yang tajam antara anggota Peradin. Perdebatan tersebut membuat 

beberapa anggota keluar dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia 

(HPHI). 

Pada tahun 1985, muncul organisasi baru bernama Ikatan Advokat 

Indonesia (Ikadin) yang didirikan oleh Ali Said dan Ismael Saleh untuk 

mewujudkan wadah tunggal organisasi advokat. Beberapa tokoh Peradin masuk 

ke Ikadin dan menggelar musyawarah nasional perdana pada 1990. Lima tahun 

berselang, pada 1995 musyawarah nasional kedua diadakan. Pada acara kedua ini, 

muncul perdebatan dalam organisasi yang berujung pada perpecahan. Sebagian 

anggota Ikadin keluar dan membentuk organisasi bernama Asosiasi Advokat 

Indonesia (AAI).  

Di era Reformasi, Pasca kejatuhan rezim otoriter Orde Baru yang dikenal 

dengan sebutan ‘Reformasi’ para advokat mulai berkumpul kembali untuk 

mendorong lahirnya Undang-Undang Profesi Advokat dan memimpikan 

organisasi advokat yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan negara. 

Tujuh organisasi advokat di Indonesia yakni: 

1. IKADIN 

2. AAI 

3. IPHI 

4. SPI 

5. HAPI 

 
17Tim Hukumonline, Op.Cit,  
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6. HKHPM 

7. AKHI 

Tujuh organisasi ini sepakat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia 

(KKAI) versi pertama yang dibentuk pada tanggal 11 Februari 2002, sehingga 

forum FKAI yang telah ada sebelumnya meleburkan diri ke dalam KKAI-versi 

Pertama. KKAI-versi pertama inilah yang kemudian menyelenggarakan Ujian 

Pengacara Praktik pada tanggal tanggal 17 April 2002, membuat Kode Etik 

Advokat Indonesia (KEAI) tanggal 23 Mei 2002 dan mendorong pengesahan 

Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat menjadi Undang-Undang No. 18 

Tahun 2003 tentang Advokat.  

Pasca berhasil melaksanakan tugasnya, KKAI-versi pertama dibubarkan 

dan kemudian dibentuk KKAI-versi Kedua pada tanggal 16 Juni 2003 oleh 8 

(delapan) organisasi advokat yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat. KKAI-versi Kedua salah satu 

tugasnya untuk mempersiapkan pembentukan wadah tunggal organisasi profesi 

Advokat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengingat menurut Pasal 32 

kesempatan yang diberikan untuk membentuk wadah tunggal organsiasi profesi 

advokat adalah paling lambat 2 tahun setelah disahkannya Undang-Undang 

tersebut. 

Untuk mengantisipasi daluwarsanya pembentukan wadah tunggal yang 

diamanatkan oleh Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 

Tentang Advokat dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas dari KKAI-versi 
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Kedua, Pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta oleh para advokat 

Indonesia yang tergabung dalam 8 organisasi advokat tersebut mendirikan 

organisasi baru kesatuan para advokat yang bernama PERADI (Perhimpunan 

Advokat Indonesia). Kemudian dituangkan dalam akta pernyataan Pendirian 

Perhimpunan Advokat Indonesia No. 30, tanggal 08 September 2005 yang dibuat 

di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng.18 sejak saat ini PERADI 

merupakan satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia 

berdasarkan amanat dan perintah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat serta mendapat kekuatan konstitusional oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dengan memberikan 

kedudukan Peradi sebagai organ Negara.19 

Setelah pembentukannya, Peradi telah menerapkan beberapa keputusan 

mendasar yaitu:  

1. Peradi telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan 

rekomendasi untuk bekerja di Indonesia.  

2.  Peradi telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan 

di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan 

Tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi 

prioritas Peradi.   

 
18Sukris Sarmadi, Advokat Litigasi & Non Litigasi di Pengadilan Menjadi Advokat 

Indonesia Kini, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 33.    
19Gayus Lumbuun, “Kode Etik Advokat Sebagai Penjaga Martabat dan Kehormatan 

Profesi Advokat”, Disampaikan dalam kegiatan Workshop dan Diskusi panel Dewan Kehormatan. 
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3. Peradi telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia 

(KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus 

bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat20. 

Baik KKAI maupun Peradi telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk 

digunakan Peradi untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan 

datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, 

termasuk keputusan untuk membentuk Peradi dan susunan badan pengurusnya, 

telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan 

paradigma advokat Indonesia21. 

    Lahirnya organisasi Peradi sebagai wadah induk advokat sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat ini tidak serta merta membuat organisasi Peradi lepas dari permasalahan, 

sejak tahun 2008, Peradi mulai diwarnai perpecahan, beberapa pengurus Peradi 

menyatakan keluar dan membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI).  

Pada bulan Mei 2008 yang dalam perjalannya juga mengalami perpecahan. 

Konflik Peradi terus berlanjut pasca pelaksanaan Munas II di Makassar tahun 

2015 lalu yang berakhir ricuh dan Munas Pekanbaru, yang menghasilkan 3 (tiga) 

kubu Peradi. Yakni Peradi, Peradi SAI (Suara Advokat Indonesia) dan Peradi 

RAB (Rumah Advokat Bersama), yang mana memiliki setiap organisasi tersebut 

memiliki ketua pimpinan yang berbeda. Suatu kenyataan yang sangat memilukan 

bagi kalangan advokat, dan merupakan kejadian pertama di Indonesia, atau bisa 

 
20Perhimpunan Advokat Indonesia, “Sejarah Peradi”, Peradi.or.id, diakses tanggal 22 

Juli 2023. 
21Ibid  
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mungkin di dunia, organisasi profesi pecah tiga dengan masing-masing 

menggunakan nama sama. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa koenflik dua kubu di atas soeal eeksisteensi 

singlee bar dan multi bar teelah meenghambat upaya peeningkatan kualitas advoekat 

meelalui oerganisasi proefeesi yang meenaunginya, padahal seebagai proefeesi hukum, 

advoekat harus meengasah teerus keeahliannya dalam beerpeerkara. Keeteerampilan teeknik 

meenangani peerkara bagi advoekat dapat dipeeroeleeh dari coentinuing leegal eeducatioen, 

teermasuk meelalui keebeeradaan oerganisasi advoekat yang meerupakan sarana beelajar 

bagi advoekat untuk meengeembangkan karakteer seebagai proefeesioenal yang 

beerinteegritas dan beermoeralitas di bidang hukum22. 

Seebagaimana teelah dikeeluarkannya Putusan Noemoer 3085K/PDT/2021 

tanggal 4 Noeveembeer 2021 meenguatkan eeksisteensi Peeradi seebagai satu-satunya 

Peeradi yang diakui di Indoeneesia. Seemeestinya pasca Putusan Mahkamah Agung 

Noemoer 3085K/PDT/2021 tanggal 4 Noeveembeer 2021 dan apabila meengacu keepada 

eeksisteensi singlee bar systeem yang sudah diteetapkan dalam Undang-Undang Noemoer  

18 Tahun 2003 Teentang Advoekat maupun putusan Mahkamah Koenstitusi, maka 

tidak ada dualismee keepeengurusan dalam tubuh Peeradi keecuali keepeengurusan 

tunggal seebagaimana diteentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Noemoer 

3085K/PDT/2021 tanggal 4 Noeveembeer 202123. 

 
22Vidi Galenso Syarief, “Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Sistem Kekuasaan 

Kehakiman”, Jurnal Ilmiah Publika, Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2023, halaman 44.  
23Shalih Mangara Sitompul, Analekta Eksistensi Organisasi Advokat, Penerbit Thafa 

Media, Yogyakarta, 2023, halaman 7.  
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Pada tahun 2019 seelain Peeradi yang diakui seebagai wadah tunggal proefeesi 

advoekat teercatat ada seebanyak 28 oerganisasi advoekat lain di indoeneesia24. Maka ini 

meenimbulkan peermasalahan baru teerjadi suatu feenoemeena yang seejatinya justru 

meengaburkan reealita singlee bar systeem oerganisasi advoekat yang seesungguhnya 

meempunyai weeweenang dalam meenaungi proefeesi advoekat. 

Dari banyaknya oerganisasi advoekat di Indoeneesia seetiap oerganisasi advoekat 

pasti meempunyai koedee eetik masing-masing, seebagai wadah tunggal oerganisasi 

advoekat di Indoeneesia koedee eetik yang dikeeluarkan Peeradi seetiap advoekat wajib 

tunduk dan patuh teerhadap aturan yang dikeeluarkan oerganisasi teerseebut. Reealitanya 

di Indoeneesia tidak teerpeenuhi, dampaknya apabila clieent meembuat lapoeran seeoerang 

advoekat meelanggar koedee eetik keepada Koemisi Peengawas Advoekat pada oerganisasi 

advoekat teempat advoekat teerseebut beernaung maka akan meengalami keesulitan dalam 

hal peembeerian sanksinya apabila advoekat teerseebut beerada di dalam oerganisasi yang 

beerbeeda seelain Peeradi25. 

Meenceermati cita peerwujudan singlee bar systeem pada oerganisasi advoekat 

Indoeneesia teerdapat seebuah proeduk yang meenjadi peengganjal yaitu Surat Keetua 

Mahkamah Agung Noemoer: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 Seepteembeer 2015 

yang meembukakan pintu bagi oerganisasi advoekat seelain Peeradi untuk 

meengusulkan peenyumpahan caloen advoekat di Peengadilan Tinggi wilayah hukum 

doemisilinya dan ini meenjadi coentoeh eempiric yang koentraproeduktif atas cita single e 

 
24Kontributor Headline, “28 Organisasi Advokat di Indonesia”, suarakalimantan.com, 

diakses tanggal 21 Juli 2023. 
25Ilham Fajri, “Wadah Tunggal Profesi Advokat dan Pengaruhnya Terhadap Profesi 

Advokat Indonesia”, Reformasi Hukum, Vol. XXI No. 2, Juli-Desember 2017, halaman 246. 
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bar systeem yang dibangun Peeradi26. Padahal seejatinya itu bukan weeweenang dari 

oerganisasi advoekat lain seelain Peeradi. 

Bahkan deengan dikeeluarkannya Surat Keetua Mahkamah Agung Noemoer 

73/KMA/HK.01/IX/2015 teentang peembeerian weeweenang keepada Peengadilan 

Tinggi untuk meelakukan peenyumpahan Advoekat dari oerganisasi manapun, 

meeskipun dari keetiga kubu oerganisasi dimaksud teelah meembuat keeseepakatan Islah, 

akan teetapi Mahkamah Agung teetap meengeeluarkan SKMA noemoer 73 seehingga hal 

teerseebut teerkeesan meembuka peeluang untuk peerpeecahan oerganisasi Advoekat27. 

Pada koendisi deemikian teerjadi suatu feenoemeena yang seejatinya justru 

meengaburkan reealitas singlee bar systeem oerganisasi advoekat yang seesungguhnya 

meempunyai weeweenang dalam meenaungi proefeesi advoekat, bahkan pada putusan 

yang teerbaru yaitu Putusan Mahkamah Koenstitusi Noemoer 35/PUU-XVII/2018 

tanggal 28 Noeveembeer 2019, dapat diceermati bahwa meeskipun amar putusan 

Mahkamah Koenstitusi meeno elak peermoehoenan para peemoehoen, namun dalam 

peertimbangannya meenyatakan bahwa deengan teelah teerbeentuknya Peeradi yang 

meerupakan satu-satunya wadah proefeesi advoekat maka sudah seeharusnya tidak ada 

lagi peersoealan koenstitusioenalitas singlee bar systeem oerganisasi advoekat Indoeneesia di 

bawah naungan Peeradi28. Maka seepatutnya Surat Keetua Mahkamah Agung Noemoer 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tidak beerlaku lagi dan harus dicabut kareena keedudukan 

 
26Shalih Mangara Sitompul, Op Cit., halaman 9.  
27Maslon Hutabarat dan Maria Ferba Editya, “Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme 

Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 2 

Nomor 1 Februari 2021, halaman 12. 
28Shalih Mangara Sitompul, Op Cit., halaman 11.  



18 
 

 
 

Peeradi seebagai satu-satunya oerganisasi Advoekat di Indoeneesia dikuatkan oeleeh 

Putusan Mahkamah Koenstitusi Noemoer 35/PUU-XVII/2018. 

Meskipun sejarah advokat dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda, 

namun catatan kelembagaan advokat terutama yang pribumi di jaman kolonial 

masih jarang ditemukan. Khusus tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang 

tentang Profesi Advokat, Departemen Kehakiman bekerja sama dengan organisasi 

advokat di tanah air dan juga organisasi advokat Belanda (NovA). Pada saat itu 

para perumus sepakat untuk menata organisasi advokat yang independen dengan 

minimum intervensi dari pemerintah. Para perumus bersepakat untuk menjadikan 

organisasi advokat yang berbentuk single bar untuk mengambil alih kewenangan 

pengangkatan advokat dan pengawasan advokat. 

Keelleelmbagaan meelnulrult Kamuls Beelsar Bahasa Indoeneelsia (KBBI) me elrulpakan 

sulatul oerganisasi ataul badan so esial yang meellakulkan ulsaha ulntulk meelncapai tuljulan 

teelrteelntul.29 Kata leelmbaga dalam suldult pandang teelrbagi meelnjadi 2 (dula) aspeelk, 

yaitul aspeelk keelleelmbagaan dan aspe elk keeloerganisasian. Dalam aspe elk keelleelmbagaan 

leelbih meelneelkankan pada tatanan nilai – nilai mo eral dan peelratulran – peelratulran yang 

beelrada dalam masyarakat. Adapuln dalam suldult pandang o erganisasi leelbih 

meelneelkankan pada aspe elk strulctulral dan meelkanismeelnya dalam me elncapai sulatul 

tuljulan. Meskipun sejarah advokat dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda, 

namun catatan kelembagaan advokat terutama yang pribumi di jaman kolonial 

masih jarang ditemukan. 

 
29Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit  Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 1997, halaman 979. 
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Scoet dalam He esseels dan Teerjeeseen meenyatakan bahwa keeleembagaan 

meerupakan struktur so esial yang teelah meencapai keetahanan teertinggi dan teerdiri dari 

budaya koegnitif, noermatif, dan re egulatif yang sarat de engan peerubahan. Eeleemeen-

eeleemeen ini se ecara beersama-sama meempeengaruhi keegiatan dan sumbe er daya untuk 

meembeerikan stabilitas dan makna bagi ke ehidupan so esial. Dalam upaya 

meembeerikan stabilitas ini maka se ebuah leembaga peerlu meempeerhatikan unsur-unsur 

seepeerti rulees, noerms, cultural beeneefit, peeran dan sumbeer daya mate erial. Hal inilah 

yang dapat meembeentuk ko emitmeen oerganisasi dalam meembeerikan stabilitas me elalui 

beerbagai keebijakan dan proegram yang ada Beelrdasarkan atas beelntulknya. 

 Noerth meelmbagi keelleelmbagaan me elnjadi dula, yaitul infoermal (seelcara tidak 

teelrtullis), dan fo ermal (seelcara teelrtullis). Ke elleelmbagaan info ermal adalah se elbulah 

keelleelmbagaan dalam masyarakat yang be elrisikan noerma-noerma yang tidak teelrtullis, 

seelpeelrti adat istiadat, tradisi, ke elseelpakatan, hal-hal yang tabul dan seeljeelnisnya. 

Seeldangkan keelleelmbagaan fo ermal adalah se elbulah beelntulk peelratulran teelrtullis di 

masyarakat se elpeelrti ulndang-ulndang, peelrjanjian, peelratulran, dan ko entrak. Artinya, 

apabila dikaitkan de elngan deelfinisi keelleelmbagaan diatas, ke elleelmbagaan teelrdiri atas 

beelntulk-beelntulk peelratulran teelrtullis dan tidak te elrtullis dalam masyarakat yang se elngaja 

dibeelntulk ulntulk peelncapaian tuljulan beelrsama30. 

Moedeell keelleelmbagaan o erganisasi advoekat di se ellulrulh dulnia julga beelrvariasi, 

namuln seelcara garis be elsar teelrdapat dula mo edeell keelleelmbagaan o erganisasi advoekat 

 
30Maryadi Syarif, “Teori Dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi 

Islam”, Jurnal media Akademika, Volume 28 Nomor 3 Juli 2013, halaman 336. 
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yang dapat diide elntifikasi, yaitul singleel bar dan mulltipleel bar31. Sisteelm singleel bar 

meelneeltapkan bahwa hanya satul oerganisasi advoekat yang diakuli dalam beelntulk 

inteelgrateeld coempullsoery bar dalam sulatul yulrisdiksi.  

Meelskipuln advoekat teeltap meelmiliki keelbeelbasan ulntulk meelmbeelntulk oerganisasi 

advoekat di lular yang diakuli o eleelh neelgara, sisteelm ini me elngharulskan advoekat ulntulk 

beelrgabulng deelngan oerganisasi advo ekat yang diakuli neelgara. Satul organisasi advokat 

yang diakuli neelgara ini me elmiliki keelwajiban meelmastikan kulalitas peelneelrimaan, 

peelndidikan, dan peelngawasan eeltika.  

Seelmeelntara itul, sisteelm mulltipleel bar meelmulngkinkan beelbeelrapa o erganisasi 

advoekat ulntulk beelroepeelrasi dalam satul yulrisdiksi, dan neelgara meelngakuli keelbeelradaan 

seelmula bar teelrseelbult. Dalam sisteelm ini, oerganisasi advoekat dalam sulatul neelgara 

beelrgabulng dalam feeldeelrasi nasioenal. Biasanya, se eloerang advoekat teelrcatat se elbagai 

anggoeta dula oerganisasi advoekat, yakni o erganisasi advoekat tingkat loekal dan se elcara 

oetoematis meelnjadi anggo eta oerganisasi advo ekat tingkat nasioenal yang me elrulpakan 

bagian dari feeldeelrasi. Dalam siste elm mulltipleel bar ini, ulpaya ko eoerdinasi dan 

peelngawasan teelrhadap praktik advo ekat dapat dilakulkan se elcara teelrdeelfinisi dan 

eelfeelktif di tingkat nasio enal. 

Organisasi advokat hanya diminta untuk melaporkan buku anggotanya ke 

Kementerian Kehakiman untuk kepentingan pendataan. Para calon advokat tetap 

diharuskan melakukan penyumpahan di pengadilan sebagai konsekuensi 

kedudukan advokat sebagai officer of the court  atau diterjemahkan sebagai 

pejabat peradilan/penegak hukum, pengaturan profesi dan kelembagaan advokat 

 
31Agnes Said dan Georgia Harley, Comparative Analysis of Bar Associations and Law 

Societies in Select European Jurisdictions, Penerbit World Bank, Washington DC, 2017, halaman 

17. 
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yang single bar banyak dipengaruhi oleh sistem advokat di Belanda, meski ada 

beberapa fitur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

yang juga mengacu pada sistem advokat di negara lain seperti kewajiban 

pendidikan hukum yang berkelanjutan yang terinspirasi oleh sistem advokat di 

Amerika. 

Untuk mempersiapkan organisasi advokat yang menganut sistem single 

bar dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bersifat 

sementara, yang terdiri dari 

1. Ikatan advokat Indonesia (IKADIN) 

2. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), 

3. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) 

4. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) 

5. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) 

6. SPI (Serikat Pengacara Indonesia) 

7. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia) 

Organisasi advokat di Indonesia terus mengalami permasalahan 

kelembagaan yang menghambat upaya-upaya pencapaian mandatnya32. 

Pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia sangat penting untuk 

menjaga dan mengatur profesi advokat secara efektif dan profesional. Dasar 

hukum utama yang mengatur mengenai advokat Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang ini menjadi 

landasan yang penting dalam membentuk kelembagaan organisasi advokat di 

 
32Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat, organisasi advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi 

advokat.  
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Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa Organisasi advokat 

merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang 

dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, yang berarti bahwa desain 

organisasi advokat di Indonesia menganut single bar yang independen dalam 

melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, pengawasan kepada 

advokat. 

Dalam rangka melakukan pengangkatan, pemberhentian penindakan, 

pengawasan kepada advokat, organisasi advokat diberikan kewenangan 

melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1), pengujian 

calon Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf f, pengangkatan Advokat Pasal 2 ayat (2), 

membuat kode etik Pasal 26 ayat (1), membentuk Dewan Kehormatan Pasal 27 

ayat (1), membentuk Komisi Pengawas Pasal 1 ayat (1), melakukan pengawasan 

Pasal 12 ayat (1), dan memberhentikan Advokat Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)33. 

Namun, kondisi hingga hari ini sebenarnya masih belum ideal jika dilihat 

dari kacamata Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 

Undang-Undang Advokat ini menghendaki organisasi advokat sebagai satu-

satunya wadah profesi advokat yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas 

profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lahirnya Peradi, yang saat itu 

 
33Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 66/PUU-VIII/2010 

tanggal 27 Juni 2011 ditekankan bahwa organisasi advokat yang memiliki kewenangan ini adalah 

bersifat tunggal/single bar, halaman 342. 
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diharapkan menjadi satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia, 

nyatanya tetap memberi ruang bagi 8 (delapan) organisasi 

pemrakarsa/pembentuknya34. untuk tidak secara otomatis melebur atau 

membubarkan diri. Demikian dengan berbagai organisasi baru juga terus 

bermunculan hingga hari ini yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan 

organisasi profesi dalam dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat yakni menyelenggarakan pendidikan profesi, pengujian, pengangkatan, 

membentuk kode etik, melakukan pengawasan, membentuk Dewan Kehormatan, 

membentuk Komisi Pengawas, dan memberhentikan advokat. 

Situasi kelembagaan organisasi profesi advokat saat ini faktanya tidak 

dapat menjamin adanya peningkatan kualitas profesi advokat yang merata, 

termasuk yang dapat mendukung advokat dalam menjamin pemenuhan hak-hak 

para pencari keadilan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar rujukan yang 

sama untuk mengimplementasikan kebijakan perekrutan anggota, 

penyelenggaraan pendidikan advokat, tata cara menetapkan dan menilai syarat 

sumpah advokat, hingga menegakkan kode etik ketika organisasi-organisasi yang 

faktanya ada saat ini menjalankan fungsi organisasi profesi advokat. Oleh 

karenanya, suatu bentuk kelembagaan organisasi advokat untuk menjamin 

kualitas profesi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat masih relevan untuk didorong agar dapat 

 
34Delapan organisasi advokat tersebut antara lain Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), 

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat 

dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum 

Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara 

Syariah Indonesia (APSI).  
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mengakomodir situasi hari ini, sehingga perlu dimaknai sebagai bentuk organisasi 

profesi yang secara fungsi bersifat otoritas pengatur tunggal (Single Regulator). 

Meskipun Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah 

mengadopsi single bar (wadah tunggal) untuk menjalankan fungsi single 

regulator, namun situasi lapangan menunjukkan banyak organisasi-organisasi 

yang ketika menjalankan fungsi organisasi advokat faktanya tidak dapat 

menjamin kesamaan standar dalam mempertahankan kualitas profesi advokat. 

Proses rekruitmen advokat misalnya menggunakan standar yang berbeda-beda 

antara organisasi satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk memastikan 

kompetensi/kualitas advokat yang sama, tidak ada standar baku terkait para 

pengajar dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)  dan proses magang 

calon advokat di suatu kantor hukum juga berbeda-beda. Sementara penegakan 

Kode Etik Advokat juga masih dianggap tidak cukup kuat, karena advokat yang 

diduga melangggar etik ketika akan diproses di suatu organisasi advokat masih 

mungkin bisa berganti keanggotaannya ke organisasi advokat yang lain. 

Persoalan mendasar lainnya adalah terkait dengan standar untuk mengatur 

pembentukan organisasi-organisasi yang dalam konteks saat ini kemudian 

menjalankan kewenangan organisasi profesi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2003 Tentang Advokat menghendaki adanya suatu organisasi profesi advokat 

sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang dibentuk dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 

ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-

Undang ini tidak mengatur sama sekali mengenai standardisasi pendirian 
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organisasi- organisasi yang bermunculan seperti dalam konteks hari ini termasuk 

bentuk kelembagaannya, sebab memang dari awal menghendaki sistem single 

bar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak mengenal 

konsep pendirian organisasi profesi dengan standar minimal keterwakilan di 

beberapa wilayah tertentu misalnya untuk memastikan sebaran ketersediaan 

advokat yang merata. 

Oleh karenanya, masalah kelembagaan organisasi advokat saat ini perlu 

segera diselesaikan untuk memastikan pemerataan standar kompetensi atau 

kualitas advokat dalam memberikan pendampingan hukum yang efektif sehingga 

dapat meningkatkan pemenuhan akses terhadap keadilan, selain pemerataan 

persebaran advokat di seluruh wilayah Indonesia secara kuantitas. Misi tersebut 

juga penting untuk dipandang sebagai upaya untuk memperkuat peran advokat 

dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Mengingat pentingnya peran 

advokat untuk melindungi dan membela hak-hak para pencari keadilan, 

modalitas berupa keberadaan organisasi profesi yang independen dalam 

menjalankan fungsinya sangat diperlukan untuk agenda penguatan kewenangan 

advokat dalam sistem peradilan ke depan. 

Pentingnya pembentukan organisasi advokat yang dapat 

merepresentasikan kepentingan advokat untuk meningkatkan profesionalitas 

mereka disebutkan dalam poin nomor 24 pada prinsip dasar tentang Peran 

Advokat yang diadopsi pada Kongres ke-delapan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Tindak Pidana di 
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Havana, Kuba, pada 1990 (the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, 

1990):35 

“Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional 

associations to represent their interests, promote their continuing 

education and training and protect their professional integrity. The 

executive body of the professional associations shall be elected by its 

members and shall exercise its functions without external interference” 

 

Terjemahan: 

 

“Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan advokat 

profesi yang bersifat mandiri (dapat mengatur dirinya sendiri) untuk 

mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan berkelanjutan 

dan pelatihan mereka, dan melindungi integritas profesional mereka. 

Badan eksekutif dari asosiasi profesi harus dipilih oleh anggotanya dan 

menjalankan fungsinya tanpa campur tangan pihak eksternal.” 

 

Dalam praktiknya, pemilihan jenis sistem organisasi advokat ini dapat 

bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi di setiap yurisdiksi. Setiap 

sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta dapat 

mempengaruhi tata kelola profesi advokat dan standar praktik hukum di suatu 

negara. 

Oleh karenanya dari segi kelembagaan, kedudukan advokatsebagai 

penegak hukum seharusnya dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945, sehingga pembentukan organisasi-organisasi yang dapat 

menjalankan fungsi sebagai organisasi profesi dengan menggunakan dasar Pasal 

28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kebebasan Berserikat 

berkumpul dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas 

 
35The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 

Offenders, Havana, Cuba, “Basic Principles on the Role of Lawyers”, 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers. 

Diakses tanggal 18 November 2024. 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers
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pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan menjadi tidak relevan36. 

Pendirian organisasi-organisasi tersebut yang didasarkan pada kebebasan 

berserikat dan berkumpul akan menurunkan marwah profesi advokat sebab 

organisasi profesi advokat tidak bisa disamakan dengan partai politik, lembaga 

swadaya masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan37. Mahkamah Konstitusi 

kemudian telah memberikan garis yang tegas mengenai perbedaan antara 

organisasi sebagai wadah tunggal profesi (single) yang menjalankan kewenangan 

mengatur (regulator) hal-hal terkait profesi yang dalam konteks Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dipahami sebagai 8 (delapan) 

kewenangan (berupa organ negara dalam arti luas yang bersifat 

mandiri/independent state organ, badan hukum publik) dengan organisasi-

organisasi (bisa multi/jamak) yang tidak menjalankan kewenangan-kewenangan 

tersebut (berada di bawah rezim organisasi kemasyarakatan, badan hukum privat), 

sehingga kedua bentuk kelembagaan tersebut dimungkinkan tetap dapat eksis 

secara bersamaan38. 

Beelrangkat dari hal-hal teelrseelbult diatas, maka dapat dije ellaskan bahwa 

meellaluli teeloeri keelleelmbagaan, o erganisasi se elbagai pihak yang me elneelrapkan keelbijakan 

haruls meelmiliki koemitmeeln yang kulat dalam meelnjalankan tulgasnya agar tuljulan 

 
36Beberapa permohonan pengajuan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat yang menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 E ayat (3) 

UUD 1945 dapat ditemukan antara lain pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-

I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010, Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 32/PUU-

XII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020. 
37Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi 

Advokat Indonesia, Penerbit Cintya Press, 2022,  halaman 9.  
38Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-VIII/2010 

tertanggal 27 Juni 2011, halaman 342.  
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akhir dari se elbulah keelbijakan dapat teelrcapai se elsulai deelngan arah dan tuljulan 

oerganisasi itul seelndiri tanpa adanya inte elrveelnsi dari pihak manapuln. Dalam 

peelneellitian ini, fo ekuls kajian peelnullis adalah teelntang oerganisasi advo ekat seelbagaimana 

diatulr dalam Ulndang-Ulndang No emoer 18 Tahuln 2003 teelntang Advo ekat. O erganisasi 

Advo ekat beelrdasarkan Pasal 28 ayat (1) Ulndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advo ekat dibeelntulk deelngan maksuld dan tuljulan ulntulk meelningkatkan 

kulalitas proefeelsi advoekat.  

 Keebutuhan akan keesatuan oerganisasi advoekat dipeerlukan agar peeneegakan 

hukum tidak hanya seekeedar meelindungi seetiap oerganisasi advoekat yang meelakukan 

suatu peerbuatan yang meerugikan keepeentingan seeseeoerang maupun masyarakat 

namun keembali pada marwah keeadilan dan keepastian yang beersandarkan asas 

proefeesioenalitas dan mandiri. Seengkeeta oerganisasi advoekat ini harus seegeera 

diseeleesaikan seehingga ada keepastian hukum teentang oerganisasi advoekat satu-

satunya yang diakui oeleeh Undang- undang Noemoer 18 tahun 2003 Teentang 

Advoekat, koedee eetik advoekat mana yang harus digunakan dan peerpeecahan pada 

koemunitas advoekat dapat seegeera diheentikan.  

 Advoekat Indoeneesia teelah meemiliki koedee eetik tunggal yang diteetapkan seejak 

tahun 2002. Seepeerti diteegaskan dalam peembukaan koedee eetik meerupakan suatu 

keewajiban seekaligus seebagai peerlindungan bagi seetiap advoekat dalam meenjalankan 

proefeesinya. Yang eeksisteensinya teelah dan harus diakui seetiap advoekat tanpa 
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meelihat dari oerganisasi proefeesi yang mana ia beerasal. Dan seelanjutnya dikuatkan 

dalam Undang-Undang Noemo er 18 tahun 2003 Teentang Advoekat.39 

Hamid Attamimi beerpeendapat bahwa: 

 Asas-asas peembeentukan peeraturan peerundang-undangan yang patut teerdiri 

atas: cita hukum Indoeneesia, asas neegara beerdasarkan hukum, asas 

peemeerintahan beerdasar systeem koenstitusi dan asas-asas lainnya, meeliputi 

juga asas tujuan yang jeelas, asas peerlunya peengaturan, asas keepastian 

hukum40. 

 

Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat 

meengamanatkan dibeentuknya satu O erganisasi Advoekat (moedeel Singlee Bar) 

seebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 2003 

Teentang Advoekat yang beerbunyi ”O erganisasi advoekat meerupakan satu-satunya 

wadah proefeesi advoekat yang beebas dan mandiri yang dibeentuk seesuai deengan 

keeteentuan Undang-Undang ini deengan maksud dan tujuan untuk meeningkatkan 

kualitas advoekat”. 

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang  Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat 

meenyeebutkan ”O erganisasi advoekat adalah oerganisasi proefeesi yang didirikan 

beerdasarkan Undang-Undang”, seedangkan yang dimaksud deengan oerganisasi 

advoekat adalah oerganisasi advoekat yang didirikan beerdasarkan keeteentuan Pasal 28 

ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang  Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang 

Advoekat. 

O eleeh kareena Putusan Mahkamah Koenstitusi beersifat final dan meengikat 

(final and binding) yang meenyatakan Peeradi seebagai satu-satunya oerganisasi 

 
39Deddy Ismatullah, “Tantangan penegakan Kode Etik Advokat Indonesia”, Disampaikan 

pada Workshop dan Diskusi Panel Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia 

(PERADI), Rabu 25 April 2018, Bertempat di Hotel Ibis, Slipi, Jakarta, halaman 4. 
40Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Peerundang-Undangan, Penerbit Sinar 

Grafika, 2017, Jakarta, halaman 22.  
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advoekat seebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang  Noemoer 18 

Tahun 2003 Teentang Advoekat, maka seecara hukum sudah seeharusnya seeluruh 

pihak (eekseekutif, leegislatif, yudikatif, teermasuk masyarakat luas) teerikat dan harus 

meengakui bahwa Peeradi adalah satu-satunya oerganisasi advoekat, dan tidak ada 

oerganisasi advoekat seebagaimana dimaksud Undang-Undang  Noemoer 18 Tahun 

2003 Teentang Advoekat seelain dan di luar Peeradi. 

Beerdasarkan data teertulis Direektoerat Jeendeeral Administrasi Hukum Umum 

(AHU) Keemeenteerian Hukum Dan HAM Reepublik Indoeneesia peer 21 Seepteembe er 

2022 sudah teerdaftar seebanyak 46 oerganisasi (yang beerbadan hukum yayasan dan 

peerkumpulan yang meengandung nama ”Advoekat”, peer Meei 2023 meenjadi 51 

oerganisasi) yang dianggap seebagai oerganisasi advoekat di Indoeneesia41 dan masing-

masing aktif menjalankan fungsi organisasi profesi advokat dengan standar yang 

berbeda-beda. Ini artinya seecara seedeemikian rupa teelah keeliru meeneempatkan fungsi 

dan keedudukan PEeRADI yang meerupakan oergan neegara dalam arti luas sama 

deengan fungsi dan keedudukan oerganisasi advoekat lain yang meerupakan 

oerganisasi/peerkumpulan yang dibeentuk beerdasarkan dan tunduk keepada Undang-

Undang Noemoer 17 Tahun 2013 Teentang O erganisasi Keemasyarakatan (bukan 

Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 2003 teentang Advoekat) seerta meerupakan badan 

hukum privat. 

Seebeelum disahkannya Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang 

Advoekat, proefeesi  advoekat  hanya  dijadikan  peeleengkap  dalam sisteem hukum dan 

sisteem peeradilan di Indoeneesia. Peeraturan peerundang-undangan yang  dibuat  

 
41Oleh Koordinator Jaminan Fidusia Dan Hukum Perdata Umum Dirjen AHU 

Kemenkumham RI, pada 4 Mei 2023”. 
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teentang  peeradilan  kala  itu  tidak  meengakui  seecara  deetail  tugas, fungsi, dan 

peeran advoekat di dalamnya. Seebagian proeduk peerundang-undangan yang ada 

keetika itu banyak dipeengaruhi oeleeh inteerveensi dari Peemeerintah keepada advoekat. 

Hal ini tidak lain beertujuan agar advoekat tunduk deengan peeraturan yang dibuat 

oeleeh Peemeerintah. 

Pada tahun 1947 teelah dipeerkeenalkan satu peeraturan yang meengatur proefeesi 

advoekat. Peeraturan yang beernama Reegleemeent oep dee Reechteerlijkee oerganisatiee een he et 

Beeleeid deer Justitiee in Indoeneesia (S.1847 noe.23 yoe S.1848 noe.57) deengan seegala 

peerubahan dan peenambahannya. Artinya teelah ada aturan-aturan yang beerkaitan 

deengan advoekat seejak tahun 1947.  

Disahkannya Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat 

tidak seerta meerta meenyeeleesaikan koenflik inteernal yang teerjadi pada oerganisasi 

advoekat itu seendiri. Dalam peerkeembangannya anggapan dari seebagian beesar 

advoekat teentang Undang- Undang Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat ini 

meenimbulkan beerbagai peermasalahan. 

Salah satu peermasalahannya adalah teerdapat Keeteentuan dalam Pasal 28 

ayat (1) Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat yang meengatur 

hanya ada ”Satu oerganisasi advoekat” deengan keeweenangan yang teelah diuraikan di 

atas diseepakati dan diteetapkan dalam Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 2003 

Teentang Advoekat seeteelah meelalui peerjuangan, dan  peerdeebatan yang panjang dan 

meendalam baik pada waktu peenyusunan draft Rancangan Undang-Undang 

Advoekat maupun pada saat peembahasan Rancangan Undang-Undang Advoekat di 

Deewan Peerwakilan Rakyat Reepublik Indoeneesia (DPR RI). Keetika itu salah satu hal 
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yang meendasar yang dituntut oeleeh insan advoekat adalah adanya O erganisasi 

advoekat yang mandiri dan beebas dari campur tangan peemeerintah (eekseekutif, 

yudikatif, leegislatif). Keemandirian oerganisasi advoekat adalah ’roeh’ dari oerganisasi 

advoekat itu seendiri. 

Koenseep singlee bar adalah yang paling teepat digunakan di Indoeneesia seepeerti 

juga di neegara-neegara lain, kareena deengan Singlee Bar tujuan dibuatnya Undang-

Undang Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat itu akan teercapai yaitu antara 

lain:  

1. Meeningkatkan kualitas advoekat Indoeneesia  

2. Meewujudkan dan meemastikan teercapainya peeradilan yang jujur  

3. Meelindungi peencari keeadilan  

Keemudian beerdasarkan putusan-putusan Mahkamah Koenstitusi, seemakin 

sangat jeelas dan beerdasar bahwa beentuk O erganisasi Advoekat yang hanya ada satu 

seebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 

2003 Teentang Advoekat adalah beentuk yang final dan koenstitusioenal. Dalam hal ini 

Mahkamah Koenstitusi seecara leebih jeelas dan teegas meenyatakan dalam Putusan 

Peerkara Noe. 014/PUU-IV/2006 seebagai beerikut :  

Bahwa keeteentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Noemoer 23 Tahun 2003 

Teentang Advoekat yang meembeerikan status keepada Advoekat seebagai 

peeneegak hukum yang meempunyai keedudukan seetara deengan peeneegak 

hukum lainnya dalam meeneegakkan hukum dan keeadilan meenunjukkan 

bahwa kareena keedudukannya itu dipeerlukan suatu o erganisasi yang 

meerupakan satu-satunya wadah proefeesi Advoekat seebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Noemoer 23 Tahun 2003 Teentang 

Advoekat. 
 
Di Indoeneesia, seesuai deengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Noe.18 

Tahun 2003 teentang Advoekat, beentuk oerganisasi advoekat seeharusnya singlee bar. 
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Singlee bar yaitu Peeradi yang dibeerikan keeweenangan oeleeh Undang-Undang 

Advoekat, tapi saat ini masih meemiliki beebeerapa peersoealan. 

Banyaknya wadah oerganisasi advoekat beerdampak teerhadap poelitik di 

Indoeneesia, seehingga Peemeerintah meeminta keepada seeluruh advoekat Indoeneesia yang 

teergabung didalam oerganisasi advoekat lain, dan khususnya yang beergabung di 

Peeradi meembeentuk suatu wadah tunggal yang meemayungi seegala oerganisasi 

advoekat di Indoeneesia. Tidak adanya aturan seecara teegas dari Undang-Undang 

Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat diluar Peeradi tidak bisa dibeentuk 

oerganisasi advoekat lain dan dipeerparah deengan dikeeluarkannya Surat Keetua 

Mahkamah Agung Noemoer: 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang meembuat oerganisasi 

advoekat lain seemakin meenjamur dan seemakin banyak pula advoekat–advoekat yang 

tidak meemiliki inteegritas dan keemampuan dalam meembeela hak–hak masyarakat 

yang meemintanya untuk meenjadi peendamping dalam meenyeeleesaikan peersoealannya. 

O eleeh kareena peerseelisihan weeweenang oerganisasi advoekat masih teerjadi di 

dalam prakteek dilapangan, nyatalah teerdapat keebutuhan untuk meencari soelusi 

hukum agar Putusan Mahkamah Koenstitusi Noemoer 35/PU-XVII/2018 dapat 

dilaksanakan seecara koensisteen, utamanya bagaimana langkah hukum yang harus 

diteempuh untuk meenindaklanjuti sikap Mahkamah Agung dan oerganisasi advoekat 

seelain Peeradi yang teetap meengusulkan peenyumpahan advoekat walaupun teelah 

nyata hal teerseebut meenjadi weeweenang eeksklusif Peeradi seebagai satu-satunya 

oerganisasi proefeesi advoekat yang dibeerikan oeleeh Undang-Undang Advoekat42. 

 
42Shalih Mangara Sitompul, Op Cit., halaman 17.  
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Partisipasi para anggoeta advoekat meerupakan unsur peenting dalam 

peembeentukan peeraturan peerundang-undangan teentang advoekat baik yang ada 

seekarang maupun yang akan datang, kareena advoekat beerpeeran peenting dalam 

teerbeentuknya oerganisasi advo ekat dan advoekat juga lah yang beerpeeran seebagai 

pihak yang meembuat suatu oerganisasi advoekat itu teerpeecah beelah. Ilmu 

heermeeneeutika dipeerluas cakupannya apabila bicara masalah poelitik hukum di 

dalam peembeentukan peengaturan oerganisasi advoekat di Indoeneesia. dan neegara. 

Salah satu fungsi dan tujuan heermeeuneetika (hukum) meenurut Jame es 

Roebinsoen adalah untuk “Bringing thee uncleear intoe clarity” (meempeerjeelas ‘seesuatu’ 

yang tidak supaya jeelas)43. Dari peenjeelasan ahli diatas dapat dilihat heermeeuneetika 

poelitik hukum meengeenai oerganisasi advoekat ini dari puluhan oerganisasi advoekat 

yang ada di Indoeneesia. Kareena seeringkali masyarakat dibuat bingung oeleeh 

banyaknya eeksisteensi oerganisasi advoekat dan mana oerganisasi advoekat seebeenarnya 

yang sah dan diakui oeleeh Undang-Undang dan neegara. 

Koenseep singlee bar adalah yang paling teepat digunakan di Indoeneesia seepeerti 

juga di neegara-neegara lain, kareena deengan singlee bar tujuan dibuatnya Undang-

Undang Advoekat itu akan teercapai yaitu antara lain: 

a. Meeningkatkan kualitas advoekat Indoeneesia  

b. Meewujudkan dan meemastikan teercapainya peeradilan yang jujur  

c. Meelindungi peencari keeadilan  

Beerdasarkan uraian-uraian teerseebut diatas, adanya beerbagai macam 

oerganisasi advoekat yang ada di Indoeneesia meemicu poeleemik apakah oerganisasi 

 
43Jazim Hamidi, Hermeunetika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Denggan Interpretasi 

Teks, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005, halaman 45.   
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advoekat di Indoeneesia hanya ada satu (singlee bar) atau banyak oerganisasi advoekat 

(multi bar). Tapi juga peenyeeleesaian masalah-masalah yang seelama ini teerjadi. 

Seepeerti keeteentuan peerilaku teerkait proefeesioenalismee, indeepeendeensi, dan transparansi 

advoekat, baik sisteem singlee bar atau multi bar meemang meenjadi peekeerjaan rumah 

bagi advoekat sampai hari ini44. Harus ada campur tangan peemeerintah agar 

peersoealan peertikaian oerganisasi advoekat ini tidak beerlarut larut untuk meeneentukan 

keedeepannya oerganisasi advoekat mana yang seecara sah diakui o eleeh neegara dan 

Undang-Undang Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat ataukah meemeerlukan 

peembaharuan hukum baru meengeenai oerganisasi advoekat untuk meeleeburkan seemua 

oerganisasi advoekat meenjadi satu oerganisasi advoekat baru.  

Beertoelak dari hal – hal teerseebut diatas, peenulis teertarik untuk meembahas 

dan meengkaji leebih meendalam seecara koempreeheenshif peeneelitian dalam beentuk 

diseertasi deengan judul “Politik Hukum Organisasi Advokat Menuju 

Kemandirian Yang Berkepastian Hukum”. 

B. Perumusan Masalah 

Adapun peermasalahan yang peenulis angkat dalam peenulisan diseertasi ini 

adalah: 

1. Bagaimana Peembeentukan O erganisasi Advoekat Di Indoeneesia? 

2. Bagaimana O erganisasi Advoekat di Indoeneesia Dan Keemandirian Advoekat  

Yang Beerkepastian Hukum? 

 
44Tim Hukumonline, “Polemik Multibar dan Single Bar, UU Advokat Harus Segera 

Diperbaharui”, Hukumonline.com, diakses tanggal 18 Agustus 2023 
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3. Bagaimana O erganisasi Advoekat Yang Ideeal Di Masa Meendatang Untuk 

Meewujudkan Keemandirian Yang Beerkeepastian Hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Beerdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang heendak dicapai dalam 

peeneelitian ini yaitu: 

1. Meengeetahui dan meengkaji bagaimana peembeentukan oerganisasi advoekat di 

Indoeneesia? 

2. Meengeetahui dan meengkaji bagaimana oerganisasi advoekat di Indoeneesia dan 

keemandirian advoekat yang beerkepastian hukum? 

3. Meengeetahui dan Meengkaji bagaimana oerganisasi advoekat yang ideeal di masa 

meendatang untuk meewujudkan keemandirian yang beerkeepastian hukum? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoretis 

Seecara teeoereetis hasil peeneelitian ini diharapkan beermanfaat dan beerguna untuk 

meempeerbanyak dan meempeerkaya kajian pustaka meengeenai Poelitik Hukum 

O erganisasi Advoekat Meenuju Keemandirian Yang Beerkepastian Hukum.  

2. Manfaat Akademis 

Hasil peeneelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan peertimbangan, bahan 

masukan, meenambah liteertatur dan titik toelak meengeenai poeleemik banyaknya 

oerganisasi advoekat di Indoeneesia dan meeneentukan oerganisasi mana yang layak 

dan bermartabat untuk menghimpun advokat beerdasarkan Undang-Undang 

Noemoer 18 Tahun 2003 Teentang Advoekat. 
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3. Manfaat Praktis 

Seecara praktis hasil peeneelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

peertimbangan atau masukan dalam peengambilam keeputusan bagi para 

peemangku keepeentingan (peeneegak huekum dan peelayanan huekum) dalam 

meembeerikan gambaran, peenjeelasan dan sumbangsih peemikiran keepada 

masyarakat meelalui eeksisteensi advoekat yang beertanggung jawab dan mana 

oerganisasi advoekat yang beermartabat dan diakui oeleeh Undang-Undang Noemo er 

18 Tahun 2023 Teentang Advoekat. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk meembeerikan gambaran yang jeelas dan meenghindari peenafsiran yang 

beerbeeda-beeda dalam meengartikan istilah yang digunakan dalam tulisan ini, maka 

peenulis meembeerikan batasan koenseep yang teerkait deengan judul ini deengan 

meembeerikan deefinisi-deefinisi dari beerbagai istilah yang ada yaitu: 

1. Poelitik Hukum 

Poelitik hukum meenurut Mahfud MD adalah “Leegal po elicy atau garis 

(keebijakan) reesmi teentang hukum yang akan dibeerlakukan baik deengan 

peembuatan hukum baru maupun deengan peenggantian hukum lama, dalam 

rangka meencapai tujuan neegara”.45 

Adapun meenurut beebeerapa ahli lain yaitu Padmoe Wahjoenoe meengeemukakan  

bahwa poelitik hukum adalah “Keebijakan peenyeeleenggara neegara teentang apa 

 
45Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia Edisi Revisi, Penerbit Rajawali Pers, 

Jakarta, 2011, halaman 1. 
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yang dijadikan kriteeria untuk meenghukumkan seesuatu yang di dalamnya 

meencakup peembeentukan, peeneerapan, dan peeneegakan hukum”46. 

Seedangkan Teeuku Moehammad Radhiee meendeefinisikan poelitik hukum seebagai 

“Suatu peernyataan keeheendak peenguasa neegara meengeenai hukum yang beerlaku 

di wilayahnya dan meengeenai arah peerkeembangan hukum yang dibangun”47. 

Soeeedartoe meengeemukakan bahwa poelitik hukum adalah  

”Keebijakan neegara meelalui badan-badan neegara yang beerweenang 

untuk meeneetapkan peeraturan-peeraturan yang dikeeheendaki yang 

dipeerkirakan akan dipeergunakan untuk meengeekspreesikan apa yang 

teerkandung dalam masyarakat dan untuk meencapai apa yang dicita-

citakan”48. 

 

Seerta Satjiptoe Rahardjoe meendeefinisikan poelitik hukum seebagai aktivitas 

meemilih dan cara yang heendak dipakai untuk meencapai suatu tujuan soecial 

deengan hukum teerteentu di dalam masyarakat yang cakupannya meeliputi 

jawaban atas beebeerapa peertanyaan meendasar yaitu: 

1. Tujuan apa yang heendak dicapai meelalui systeem yang ada 

2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai 

dalam meencapai tujuan teerseebut 

3. Kapan waktunya dan meelalui cara bagaimana hukum itu peerlu diubah 

4. Dapatkah suatu poela yang baku dan mapan dirumuskan untuk meembantu 

dalam meemutuskan proesees peemilihan tujuan seerta cara-cara untuk 

meencapai tujuan teerseebut deengan baik”49. 

 

 
46Ibid  
47Ibid  
48Ibid.,. halaman 2.  
49Ibid 
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Aristoeteelees meembagi poelitik dan hukum meenjadi 2 (dua) bagian yaitu:  

Aristoeteelees peercaya bahwa poelitik dan eetika sangat beerhubungan eerat dan 

bahwa hidup yang beereetika dan bijak hanya bias didapatkan apabila 

oerang beerpartisipasi dalam poelitik, tujuan akhir dari poelitik adalah akhir 

yang teerbaik dan tujuan utamanya adalah meembangun karakteer 

masyarakat yang baik dan beertingkah laku mulia50. 

 

Teentang hukum, bagi Aristoeteelees seelalu dileetakkan di atas seegalanya. 

”Koenstitusi hanya ada bila hukum beerkuasa, hukum juga beerlaku bagi 

peenguasa, dan peenguasa yang baik adalah peenguasa yang patuh dan tunduk 

keepada hukum yang teelah dibuat beersama”51. 

Dapat ditarik keesimpulan bahwasanya poelitik hukum adalah keebijakan 

suatu peembaharuan hukum baru untuk meeneentukan arah keemana 

peenyeeleenggaraan neegara meelakukan keebijakan hukum meengeenai aturan-aturan 

yang beerlaku di wilayahnya dan beerlaku dalam masyarakat.  

2. O erganisasi Advoekat 

O erganisasi Advoekat adalah seebuah wadah proefeesi advoekat yang didirikan 

deengan tujuan meeningkatkan kualitas dan meenjadi peengawas bagi para 

anggoeta yakni advoekat. Dasar peendirian oerganisasi advoekat adalah Undang-

Undang Noe. 18 Tahun 2003 teentang Advoekat. O erganisasi advoekat meemiliki 

fungsi di antaranya:  

a. Meenyeeleenggarakan peendidikan khusus proefeesi Advoekat 

b. Meenyeeleenggarakan ujian advoekat 

c. Meengangkat advoekat yang teelah lulus ujian advoekat 

d. Meenyusun Koedee Eetik Advoekat Indoeneesia 

 
50Thomas Tokan Pureklolon, Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik, Penerbit PT 

Kanisius, Yogyakarta, 2020, halaman 116.  
51Ibid., halaman 115.  

http://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/02/UU_2003_18_Undang-udang-Advokat.pdf
http://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/02/UU_2003_18_Undang-udang-Advokat.pdf
https://id.wikipedia.org/wiki/Advokat
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e. Meelakukan peengawasan teerhadap advoekat 

f. Meemeeriksa dan meengadili peelanggaran koedee eetik proefeesi advoekat 

g. Meeneentukan jeenis sanksi dan tingkat peelanggaran advoekat yang dapat 

dikeenakan sanksi 

Ada tiga beentuk oerganisasi advoekat yang dikeenal di dunia, yaitu “Singlee 

Bar, Multi Bar, dan Feedeeral”. Singlee bar meerupakan suatu neegara hanya 

meemiliki satu oerganisasi advoekat di suatu yurisprudeensi. O erganisasi lain teetap 

mungkin ada, teetapi hanya satu yang diakui neegara dan para advoekat wajib 

beergabung di dalamnya. Jeenis yang teermasuk dalam inteegrateed/coempulsoery 

bar dalam  Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Noe. 18 tahun 2003 Teentang 

Advoekat, Keedua adalah Multi bar, artinya di suatu neegara meemiliki leebih dari 

satu oerganisasi advoekat, tapi minimal ada dua oerganisasi advo ekat. 

Teerdapat 2 moedeel dalam multi bar, yaitu advoekat harus beergabung atau 

meenjadi anggoeta dari salah satu oerganisasi advoekat yang ada, lalu yang keedua, 

advoekat tidak harus beergabung atau meenjadi anggoeta dari salah satu 

oerganisasi advoekat yang ada. 

Seelanjutnya yaitu feedeerasi, yaitu beentuk oerganisasi advo ekat yang hampir 

sama deengan multi bar, namun meemiliki peerbeedaan. Feedeerasi adalah 

oerganisasi advoekat yang leebih dari satu neegara, teetapi dinaungi oeleeh satu 

oerganisasi feedeerasi yang beesar. 

3. Keemandirian 

Keemandirian adalah suatu keemampuan psikoesoesial beerupa keesanggupan 

untuk beerani, beerinisiatif dan beertanggung jawab dalam meengatasi 
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hambatan/masalah deengan rasa peercaya diri deengan tidak teergantung deengan 

keemampuan oerang lain, seerta mampu meemeerintah, meenguasai dan 

meeneentukan dirinya seendiri tanpa peengaruh lingkungan dan bantuan oerang 

lain52. 

Keemandirian meerupakan salah satu aspeek keepribadian yang sangat 

peenting bagi individu. Keemandirian dipeeroeleeh seecara beertahap seelama 

peerkeembangan beerlangsung, dimana individu akan teerus beelajar untuk 

beersikap mandiri dalam meenghadapi beerbagai situasi di lingkungan, seehingga 

individu pada akhirnya akan mampu beerfikir dan beertindak seendiri53. 

Steeinbeerg dalam buku Adoeleesceenee (2002) meenyeebutkan peengeertian 

keemandirian adalah  

“Keemampuan dalam beerpikir, meerasakan dan meembuat keeputusan 

seecara pribadi beerdasarkan diri seendiri dibandingkan meengikuti apa 

yang oerang lain peercayai, Keemandirian seering diseejajarkan deengan 

kata indeepeendeencee meeskipun seebeenarnya ada peerbeedaan tipis deengan 

autoenoemy”54. 

 

4. Kepastian Hukum 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

 
52Muchlisi Riadi. “Kemandirian (Pengertian, Aspek, Jenis, Ciri, Tingkatan dan Faktor 

Yang Mempengaruhi)”. https://www.kajianpustaka.com/2020/06/kemandirian-pengertian-aspek-

jenis-ciri.html. Diakses Tanggal 15 Oktober 2023. 
53Ibid  
54Serafica Gischa. “Pengertian Kemandirian, Tahap Perkembangannya dan Faktornya”. 

https://www.kompas.com. Diakses Tanggal 15 Oktober 2023.  

https://www.kajianpustaka.com/2020/06/kemandirian-pengertian-aspek-jenis-ciri.html
https://www.kajianpustaka.com/2020/06/kemandirian-pengertian-aspek-jenis-ciri.html
https://www.kompas.com/


42 
 

 
 

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa 

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu55. 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan 

dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suati tatanan yang 

dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti 

hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi56. 

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang- 

undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara 

putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang 

telah diputuskan57. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang 

hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari 

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk 

kepastian58. 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan 

 
55Aldhosutra.“Teori Kepastian Hukum”, Scribd, diakses dari 

https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum, pada tanggal 8 Juni 2024, 

pukul 23.02 WIB.  
56Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.  
57Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana Prenadamedia 

Group, Jakarta, 2008, halaman 137.  
58Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit 

Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman 82-83.  
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dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. 

Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, 

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. 

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian 

hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan59. 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi 

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut 

aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian 

hukum.  

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum 

dapat dicapai apabila situasi tertentu: 

a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah 

diperoleh (accessible); 

b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut; 

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-

aturan tersebut; 

 
59Ibid., halaman 95.  
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d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka 

menyelesaikan sengketa; 

e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan; 

F. Landasan Teoretis 

Teori hukum (bahasa Inggris: Legal theory) atau yurisprudensi (bahasa 

Inggris: Jurisprudence) adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan 

latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Terdapat beberapa 

perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum, tetapi secara umum dapat 

ditarik kesimpulan bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau 

pemikiran-pemikiran dalam hukum. Teori hukum, memiliki pengaruh terhadap 

konstruksi hukum tentang bagaimana penggambaran hukum yang ideal (Das 

Sollen), dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau 

berdasarkan penerapannya (Das Sein)60. Cakupan dari pada kajian Teori hukum 

itu sendiri adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang 

dalam mempelajari hukum secara luas. Terdapat beberapa perbedaan pendapat 

para ahli mengenai teori hukum. 

Teori hukum dapat dipadang sebagai kelanjutan atau pengganti 

“Allgemeine rechtslehre” yang timbul pada abad 19 ketika minat pada filsafat 

hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak dan spekulatif dan 

 
60Wikipedia Bahasa Indonesia, “Teori Hukum”, https://id.wikipedia.org/Teori_Hukum, 

Diakses tangggal 20 Agustus 2023. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Latar_belakang
https://id.wikipedia.org/Teori_Hukum
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dogmatika hukum dipandang terlalu konkret serta terikat pada tempat dan 

waktu61.  

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia 

memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah 

yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori, dengan demikian memberikan 

penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah 

yang dibicarakannya62. Teori juga bisa mengandung subjektifitas, apalagi 

berhadapan dengan suatu phenomena yang cukup kompleks seperti hukum. Teori 

hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif 63. 

Teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal, seperti mengapa hukum itu 

berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, 

bagaimana seharusnya hukum itu dipahami, apa hubungannya dengan individu, 

dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan 

itu, bagaimanakah hukum yang adil64.  Dalam mendiskusikan teori-teori di dalam 

konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, 

melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu hukum 

progresif meninggalkan tradisi yang hanya melihat ke dalam hukum dan 

menyibukkan diri dengan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam 

 
61Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, 

Bandung,  2022. halaman 120. 
62Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, 

halaman 215.  
63Ibid  
64Ibid., halaman 216.  
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khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai 

sistematis dan logis65. 

Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam disertasi ini mengenai 

“Politik Hukum Organisasi Advokat Menuju Kemandirian Yang Berkeadilan”. 

maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian disertasi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Teori Keadilan 

Dalam pandangan Pancasila konsep keadilan mengarah pada 

berlakunya prinsip keadilan social, yaitu keadilan yang lebih banyak 

memberikan perhatian dan bobot kepada kesejahteraan masyarakat66. Oleh 

karena itu perlu diamati implementasi rumusan umum asas keadilan yang 

merupakan inti dari upaya perlindungan hukum67. 

Pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan 

dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, 

hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi hukum tidak sekedar 

sebuah aturan sebagai aturan seperti dipahami kaum legalis68. 

 

 

 
65Satjipto Rahardjo, S.H., Hukum Progresif, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 

2009, halaman 35.   
66Bander Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Penerbit Mandar 

Maju 2012, Bandung, halaman 109.  
67Ibid.  
68Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, 

Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, halaman 172.  
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Kata “Beerkeeadilan” dapat diteerjeemahkan se ebagai “Meembeerikan boeboet 

yang sama, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan 

tidak sewenang-wenang”69. 

Menurut Zainuddin Ali keadilan merupakan “Keutamaan yang membuat  

manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang 

merupakan haknya”70. 

Aristoteles dalam Bertens menyatakan “Bahwa keadilan dapat 

diartikan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya 

(due) atau sesuatu yang menjadi miliknya”71.   

Sedangkan Ulpianus menyatakan bahwa “keadilan adalah kemauan 

yang bersifat terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang 

semestinya dimiliki”72. 

Menurut Aristoteles keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara 

satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi jugga tidak 

mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan73. 

David Hume menyatakan bahwa keadilan adalah : 

Aturan-aturan di mana barang-barang materil 

(kepemilikan/kemakmuran) ditujukan kepada individu-individu dan 

moralitas keadilan terlihat dengan menghormati kepemilikan itu, tanpa 

melakukan tindakan-tindakan memperoleh barang orang lain yang 

diperoleh secara tidak sah, dan di kembalikan kepada pemiliknya”74. 

 

 
69Budiman Sudjatmiko. “Tata Negara Sibernetika: Langkah Untuk Wujudkan  

Pembangunan Berkeadilan”. http://www.budimansudjatmiko.net. Diakses Tanggal 15 Oktober 

2023. 
70Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, halaman 86.  
71Bobby Briando, Op.Cit., halaman 326.  
72Ibid  
73Satjipto Rahardjo, Op.Cit., halaman 42.  
74Asep Warlan Yusuf, Hukum Dan Keadilan, halaman 4. 

http://www.budimansudjatmiko.net/
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Hal tersebut berbeda dengan Helbert Spencer yang berpendapat bahwa 

yang paling kuatlah yang harus didahulukan dan berhak mendapatkan 

keadilan, karena yang berhak untuk keadilan adalah mereka yang pertama 

memiliki nilai-nilai produktif dan kemakmuran75. 

John Rawls mengemukakan “Keadilan sebagai kesetaraan (justice is 

fairness), sehingga perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konsitusi 

dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap 

individu dalam pergaulan social”76. 

John Stuart Mill menyelidiki sifat keadilan dan hubungannya dengan 

kegunaan, ia memahami dengan tepat bahwa secara tradisional gagasan yang 

abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-

gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan 

gagasan-gagasan yang berubah dan kurang berharrga mengenai kegunaan dan 

kepentingan, tidak ada yan lebih tidak tetap dan kontroversial daripada arti 

keadilan77. 

Karenanya menurut Luypen, apa yang disebut tata hukum belum tentu 

dapat disebut hukum. Sebab biasa terjadi, terdapat tata hukum yang tidak 

mewajibkan, yakni apabila tata hukum itu tidak menurut norma-norma 

keadilan. Hanya  hukum yang menurut norma-norma keadilan sajalah yang 

sungguh-sungguh mewajibkan78. 

 
75Ibid  
76Ibid., halaman 5.  
77W. Friedmann,  Teori & Filsafat Hukum, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1990. 

halaman 120.  

  
78Ibid., halaman 173.  



49 
 

 
 

Keadilan menurut Luypen adalah: 

“Keadilan dalam konsep Luypen lebih sebagai sebuah sikap, yaitu 

sikap keadilan. Karena itu, ia merumuskan keadilan sebagai sikap 

memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan 

memperkembangkan perikemanusiaan. Tanpa sikap ini, hidup bersama 

antar manusia tidak mungkin terbangun dengan baik”79. 

 

Definisi keadilan adalah:  

“Kata keadilan berasal dari aadilun yang berasal dari bahasa Arab19, 

dalam bahasa Inggris disebut dengan justice memiliki persamaan 

berbagai bahasa memiliki persamaan arti dengan justitia dalam 

bahasa latin, juste dalam bahasa Perancis, justo dalam bahasa 

Spanyol, gerecht dalam Bahasa Jerman. Namun jika kita lihat defenisi 

yang diutarakan oleh kamus besar Indonesia21 keadilan itu adalah 

sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar 

berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang”80. 

 

Era sekarang ini barangkali tidak ada pekikan yang lebih lantang dari 

pada seruan keadilan dan seringkali orang yang menuntut keadilan berteriak 

dengan mengatakan dimana letak keadilan itu. Jika kita lihat teori keadilan itu 

maka kita akan banyak menemukan beragam macam tentang teori keadilan, 

mulai keadilan menurut hukum Islam dan sebagainya81.  

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau 

tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan 

subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya 

mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identic dengan 

 
79Ibid  
80Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan 

Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh”. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, 

juni 2016. Halaman 283. 
81Ibid  
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keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai 

keadilan82. 

Humanis, memberikan suatu pengertian bahwa keadilan harus bersifat 

manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat diaplikasikan sesuai 

dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu 

berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dimanis dalam kehidupan 

sehari-hari83. 

Tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Kita tentu tahu bahwa 

sekarang ini keadilan telah mengalami proses dehumanisasi termasuk di 

dalamnya praktik-praktik hukum. Hedonisme, materialisme, dan 

utilitarianisme telah menjadikan keadilan yang dibentuk bersifat sekuler, 

sehingga menjadikan produk yang dihasilkan oleh hukum jauh dan terpisah 

dari Tuhan84. 

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus 

untuk memberikan hak setiap orang, “The constant and perpetual disposition 

to render every man his due”. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara 

harus ditimbang sendiri. Ius suum cuique tribuere85. Kekacauan-kekacauan 

social, konflik-konflik intern, sering terjadinya pergantuan pemerintahan, 

banyaknya kezaliman dan kesewenang-wenangan, merupakan dorongan 

ekstrem untuk merenungkan hubungan antara keadilan tertinggi dengan 

 
82Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan kemanfaatan Dalam 

Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 

2 Mei 2014. halaman 3. 
83Bobby Briando. “Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan 

Kedamaian”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017, halaman 329.   
84Ibid  
85Ibid. 
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hukum positif.86 Masalah hubungan antara keadilan dan hokum positif jadi 

pusat perhatian para ahli fikir Yunani. Sama halnya dengan pemikiran tentang 

hukum sejak saat tersebut87. 

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada 

keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu 

dalam sistem hukum. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan 

dalam menegakkan hukum. Pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum 

harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan 

keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di 

masyarakat. 

Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak merendahkan 

martabat manusia setiap warga negara, atau dengan kata lain hukum yang 

selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, ketertiban, dan 

ketenteraman untuk mendukung terwujudnya suatu masyarakat. Menciptakan 

keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia adalah suatu hal yang 

penting karena Indonesia negara hukum. Hukum harus diterapkan secara 

konsisten untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua.  

Penegakan hukum adalah proses terlibat dalam menegakkan atau benar-

benar menegakkan peraturan hukum seperti pedoman perilaku lalu lintas atau 

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan 

utama penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-

haknya dilindungi. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan 

 
86W. Friedmann, Op.Cit., halaman 5.  
87Ibid.  
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adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum 

dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara, dengan kata lain 

hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, ketertiban, dan 

ketenteraman warga negara. Dan hukum harus diterapkan konsisten agar 

teciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara.  

 Bertolak dari berbagai pendapat teori keadilan tersebut diatas, 

dalam hal ini penulis dalam penelitian yang mengangkat isu tentang “Politik 

Hukum Organisasi Advokat Menuju Kemandirian Yang Berkeadilan”, hal 

mana Keadilan yang dimaksudkan oleh penulis tidak terlepas dari tugas dan 

fungsi peran advokat sebagai salah satu dari sistem penegakan hukum. Bahwa 

sudah seharusnya hukum sejalan dan beriringan dengan keadilan, karena 

memang tujuan hukum itu adalah untuk tercapainya rasa keadilan pada 

masyarakat. Advokat dalam hal ini hanyalah sebagai objek untuk mencapai 

tujuan hukum itu sendiri yang tidak lain adalah untuk memberikan rasa 

keadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini adalah masyarakat.    

Advokat berperan penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia 

karena mereka bertugas menegakkan hukum dan membela hak-hak klien, 

Adapun peran advokat dalam mewujudkan keadilan yaitu: 

a. Membantu klien memahami proses hukum  

b. Melindungi hak-hak klien 

c. Menjamin hak-hak klien mendapatkan perlindungan yang setara 

d. Membela hak-hak hukum tersangka atau terdakwa  



53 
 

 
 

e. Memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak 

fundamental mereka di depan hukum  

f. Menjaga keseimbangan antara upaya paksa penegak hukum dan 

keadilan  

g. Menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia 

Dalam sistem peradilan adversarial di Indonesia, advokat memegang 

peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat 

dalam proses hukum. Sebagai perwakilan hukum, advokat berfungsi untuk 

menjamin bahwa kliennya mendapatkan perlindungan hak-hak hukum yang 

setara. Peran advokat dalam mewujudkan keadilan di sistem peradilan 

adversarial Indonesia sangat penting. Advokat berperan sebagai penasihat 

hukum yang membantu tersangka, terdakwa, dan terpidana memahami proses 

hukum dan memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar. Advokat bertindak 

sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa penegak hukum, mempertahankan 

keadilan dan supremasi hukum. 

Keadilan hukum bagi masyarakat bukan sekedar keadilan yang bersifat 

formal-prosedural maupun keadilan yang didasarkan pada aturan–aturan 

normatif yang jauh dari moralitas dan nilai–nilai kemanusiaan. Akan tetapi 

keadilan hukum yang dikehendaki bagi masyarakat (pencari keadilan) yaitu 

keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif 

sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif 

yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan 

mampu mermberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. 
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2. Teori Kepastian Hukum  

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk 

perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- 

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu 

yang diharapkan dalam keadaan tertentu88. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa Kepastian hukum 

memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret 

dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan 

ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum 

ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. 

Tujuan Hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh 

karena itulah, tidak dapat disangkal kalua tujuan merujuk kepada sesuatu 

yang ideal sehingga dirasakan kalau tujuan merujuk kepada sesuatu yang 

ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional89. 

Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas 

yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana 

kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. 

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus 

dapat dirumuskan dengan kalimat- kalimat di dalamnya tidak mengandung 

 
88Mario Julyono dan dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas 

Kepastian Hukum Melalui Konstruksi penalaran Positivisme Hukum’. Jurnal Crepido, Volume 01, 

Nomor 01, Juli 2019. Halaman 14. 
89Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Edisi Revisi, Jakarta, 

Prenamedia Group Kencana, 2022, halaman 88. 
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penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau 

tidak patuh terhadap hukum. 

Keepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak 

meempeersoealkan apakah sikap batin seeseeoerang itu baik atau buruk, yang 

dipeerhatikan adalah bagaiman peerbuatan lahiriahnya. Keepastian hukum tidak 

meembeeri sanksi keepada seeseeoerang yang meempunyai sikap batin yang buruk, 

akan teetapi yang dibeeri sanksi adalah peerwujudan dari sikap batin yang buruk 

teerseebut, atau meenjadikannya peerbuatan yang nyata atau ko enkrit. Keepastian 

hukum seecara noermatif adalah keetika suatu peeraturan peerundang-undangan 

dibuat dan diundangkan seecara pasti, kareena meengatur seecara jeelas dan loegis. 

Jeelas dalam artian tidak meenimbulkan keeragu-raguan (multitafsir), dan loegis 

dalam artian meenjadi suatu sisteem noerma deengan noerma lain, seehingga tidak 

beerbeenturan atau meenimbulkafn koenflik noerma. Koenflik noerma yang 

ditimbulkan dari keetidakpastian peeraturan peerundang-undangan dapat 

beerbeentuk koenteestasi noerma, reeduksi noerma, atau distoersi noerma. 

Suatu kaidah hukum tidak valid jika kaidah hoekum teerseebut misalnya 

tidak dapat diteerima oeleeh masyarakat atau jika kaidah hukum teerseebut teernyata 

dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meeskipun aturan-aturan hoekum 

teerseebut teelah dibuat meelalui proesees yang beenar dan dibuat oeleeh oerang yang 

beerweenang seecara hukum90.  

Dari pandangan teerseebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya 

keepastian hukum oerang tidak tahu apa yang harus dipeerbuatnya dan akhirnya 

 
90Munir Fuady, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Penerbit Kencana, 

Jakarta, 2013, halaman 78.  
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timbulah keetidakpastian (unceertainty) yang pada akhirnya akan meenimbulkan 

keekeerasan (chaoes) akibat keetidakteegasan sisteem hukum. Seehingga deengan 

deemikian keepastian hukum meenunjuk keepada peembeerlakuan hukum yang 

jeelas, teetap dan koensisteen dimana peelaksanaannya tidak dapat dipeengaruhi 

oeleeh keeadaan-keeadaan yang sifatnya subjeektif. Dari pandangan teerseebut maka 

dapat dipahami bahwa tanpa adanya keepastian hukum oerang tidak tahu apa 

yang harus dipeerbuatnya dan akhirnya timbulah keetidakpastian (unceertainty) 

yang pada akhirnya akan meenimbulkan keekeerasan (chaoes) akibat 

keetidakteegasan sisteem hukum. Seehingga deengan deemikian keepastian hukum 

meenunjuk keepada peembeerlakuan hukum yang jeelas, teetap dan koensisteen 

dimana peelaksanaannya tidak dapat dipeengaruhi oeleeh keeadaan-keeadaan yang 

sifatnya subjeektif 91. 

Hukum itu beerkaitan deengan tindakan-tindakan dan peerilaku manusia 

yang dapat diamati. Ia primeer tidak beerminat pada peertimbangan-

peertimbangan atau peerasaan-peerasaan subjeektif. Asas itu seepeerti aturan 

meemiliki suatu sifat umum, deengan catatan bahwa isinya kadang-kadang 

dirumuskan kurang tajam keetimbang yang teerjadi pada aturan92. Keepastian 

hukum seecara noermatif adalah keetika suatu peeraturan dibuat dan diundangkan 

seecara pasti kareena meengatur seecara jeelas dan loegis. Jeelas dalam artian tidak 

meenimbulkan keeragu-raguan (multi tafsir) dan loegis keepastian hukum 

meenunjuk keepada peembeerlakuan hukum yang jeelas, teetap, koensisteen dan 

 
91Mario Julyono dan dan Aditya Yuli Sulistyawan, Op.Cit,. halaman 15.  
92Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, 

Dan Filsafat Hukum, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2022, halaman 36.  
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koenseekueen yang peelaksanaannya tidak dapat dipeengaruhi oeleeh keeadaan-

keeadaan yang sifatnya subjeektif93. 

Meenurut Arieef Sidharta sifat hukum adalah: 

”Hukum tidak peernah beerkeenaan deengan manusia individual, seelalu 

manusia dalam keebeersamaannya, manusia dalam masyarakat. Hal itu 

harus dikeemukakan teerleebih dahulu. Keesadaran hoekum kita adalah 

suatu keeyakinan inteernal (batiniah), ia meemaksa kita, kita 

meerasakannya dileetakkan keepada kita dan kita tidak boele eh 

meenghindarinya namun deemikian ia pada saat yang sama teerikat pada  

apa yang oeleeh oerang lain, seesama warga hukum kita, dirasakan atau 

dipikirkan”94. 

Dalam prakteeknya, apabila keepastian hukum dikaitkan deengan keeadilan 

hukum, maka akan keerap kali tidak seejalan satu sama lain. Adapun hal ini 

dikareenakan di satu sisi tidak jarang keepastian hukum meengabaikan prinsip-

prinsip keeadilan hukum, seebaliknya tidak jarang pula keeadilan hukum 

meengabaikan prinsip-prinsip keepastian hukum. Apabila dalam prakteeknya 

teerjadi peerteentangan antara keepastian hukum dan keeadilan hukum, maka 

keeadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keeadilan 

hukum pada umumnya lahir dari hati nurani peembeeri keeadilan, seedangkan 

keepastian hukum lahir dari suatu yang koenkrit. 

Hukum beertugas meenciptakan keepastian hukum kareena beertujuan untuk 

meenciptakan keeteertiban dalam masyarakat. Keepastian hukum meerupakan ciri 

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum teerutama untuk noerma hukum 

teertulis. Hukum tanpa nilai keepastian hukum akan keehilangan makna kareena 

tidak lagi dapat dijadikan peedoeman peerilaku bagi seemua oerang. Jeean Jacquees 

 
93Mario Julyono dan dan Aditya Yuli Sulistyawan, Loc.Cit.   
94Arief Sidharta,  Struktur Ilmu Hukum, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2011, halaman 

48. 
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Roeusseeau dalam bukunya beerjudul Coentract Soesial beerteeoeri bahwa neegara 

teerjadi kareena adanya peerjanjian masyarakat95. 

Manusia dalam peergaulan hidup, pada dasarnya meempunyai 

pandangan-pandangan teerteentu meengeenai apa yang baik dan apa yang buruk. 

Pandangan-pandangan teerseebut seenantiasa teerwujud di dalam pasangan-

pasangan teerteentu, seebab nilai keetrtiban beertitik toelak pda keetrikatan, 

seedangkan nilai keeteentraman titik toelaknya adalah keebeebasan96. 

Dari uraian-uraian meengeenai keepastian hukum di atas, maka keepastian 

dapat meengandung beebeerapa arti, yakni adanya keejeelasan, tidak meenimbulkan 

multitafsir, tidak meenimbulkan koentradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum 

harus beerlaku teegas di dalam masyarakat, meengandung keeteerbukaan seehingga 

siapapun dapat meemahami makna atas suatu keeteentuan hukum. Hukum yang 

satu deengan yang lain tidak boeleeh koentradiktif seehingga tidak meenjadi sumbe er 

keeraguan. Keepastian hukum meenjadi peerangkat hukum suatu neegara yang 

meengandung keejeelasan, tidak meenimbulkan multitafsir, tidak meenimbulkan 

koentradiktif, seerta dapat dilaksanakan, yang mampu meenjamin hak dan 

keewajiban seetiap warga neegara seesuai deengan budaya masyarakat yang ada. 

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, advokat berperan 

penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan supremasi 

hukum. Advokat bertugas membela hak-hak hukum kliennya, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan 

 
95Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan 

Tata usaha Negara Di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007. halaman 1.  
96Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit 

PT Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, halaman 5.  
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bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, 

dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam 

menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. 

Kepastian hukum advokat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat berstatus sebagai penegak hukum 

yang bebas dan mandiri, sehingga kedudukannya setara dengan aparat 

penegak hukum lainnya. Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari 

keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. 

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak 

dan kewajiban menurut hukum 

Adapun kepastian hukum yang dimiliki advokat yaitu: 

a. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik.  

b. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya 

yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya.  

c. Advokat harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, 

peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.  

d. Advokat bebas dari tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, 

atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi.  

e. Advokat berperan sebagai penegak hukum yang membela hak-hak 

hukum tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.  

f. Advokat berkontribusi membantu pembentukan hukum nasional 
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Pasal 24 UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman merupakan 

bagian yang terpenting dalam prinsip negara hukum guna mewujudkan suatu 

peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari 

keadilan. Untuk terselenggaranya prinsip negara hukum tersebut salah 

satunya diperlukan porfesi advokat Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

mengatur peran dan fungsi advokat sebagai bagian dari badan-badan lain 

dalam kekuasaan kehakiman dan karenanya berlaku pula prinsip-pinsip 

kekuasaan kehakiman pada advokat yang salah satunya advokat dapat pula 

menemukan hukum dan menciptakan hukum melalui jasa hukumnya dalam 

pembelaan terhadap kepentingan hukum tersangka dan terdakwa maupun 

karena tanggung jawab moral profesinya. 

3. Teori Politik Hukum 

Teeoeri dipahami seelbagai seelpeelrangkat makna atau l nilai seelrta pilihan-

pilihan yang diambil dari masyarakat u lntulk meelmbeelnarkan fu lngsi tatanan 

masyarakat. Poelitik julga dipahami seelbagai proeseels reelsoelu lsi atas proeble elm 

koeleelktif u lntulk meelmeelnu lhi keelbijakan koeleelktif dalam keelhidulpan soesial 

masyarakat teelrkait deelngan nilai seelrta pilihan bagi masyarakat dalam meelncapai 

sulatul tuljulan. Isbar meelnjeellaskan bahwa poelitik meelrulpakan peelrsoealan yang 

teelrkait deelngan ragam peelrbeeldaan keelhidulpan antara peelmimpin dan rakyat yang 

oerieelntasinya diarahkan pada peelrbaikan keelkulasaan. Poelitik julga teelrkait u lntu lk 

meelmbulmikan cita-cita dan ajaran-ajaran moeral, seelbagai institulsi peelmaksa 

bagi peellaksanaan peelrintah dan ajaran moeral. Nilai dalam poelitik seelbagai 

keelrangka aculan u lntulk meelmfulngsikan nilai agama dalam tatanan masyarakat. 
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Nilai dalam poelitik tidak dapat dipisahkan dari ideeloeloegi yang meelnjadi su lmbeelr 

nilai dan citacita yang diaktu lalisasikan meellaluli leelmbaga poelitik atau l 

oerganisasi keelloempoek teelrteelntul

97
. 

Dalam ilmul hulkulm hal meelngeelnai poelitik leelbih dikeelnal deelngan poelitik 

hulkulm. Poelitik hu lkulm meelrulpakan keelbijakan dasar peelnyeelleelnggara keelbijakan 

neelgara dalam bidang hu lkulm yang akan, seeldang dan teellah beelrlakul, yang 

beelrsulmbeelr dari nilai-nilai yang beelrlakul di masyarakat u lntulk meelncapai tuljulan 

neelgara yang dicita-citakan. Poelitik hu lkulm su latul neelgara beelrbeelda deelngan 

neelgara lain, hal ini seelsulai deelngan latar beellakang seeljarah, pandangan hidu lp, 

soesial bu ldaya dan poelitical will dari masing masing neelgara98. 

Dalam Neelgara hulkulm moedeelrn yang dapat meelmbeelri sanksi teelrhadap 

peellanggaran kaidah hu lkulm adalah peelngulasa. Seelbab, peelneelgakan hu lkulm adalah 

moenoepoeli peelngulasa. Peelngulasa meelmpulnyai keelkulasaan ulntu lk meelmaksakan 

sanksi teelrhadap peellanggaran kaidah hu lkulm. Seelringkali dikatakan bahwa 

hulkulm ada kareelna keelkulasaan yang sah. Dalam seeljarah dijulmpai hu lkulm yang 

tidak beelrsulmbeelr pada keelkulasaan yang sah ataul keelkulasaan yang meelnulru lt 

hulkulm yang beelrlakul seelsulnggulhanya tidak beelrweelnang. Pada hakikatnya 

hulkulm adalah keelkulasaan, akan teeltapi keelkulasaan yang meelngulsahakan 

keelteelrtiban, bu lkan seelbaliknya hu lkulm dijadikan sarana dalam meelreelbu lt 

 
97Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, 

Penerbit  PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, halaman 45. 
98Hafid Zakariya, Hernawan Santosa, et.al., “Pengaruh Hukum dan Politik terhadap 

Perkembangan Investasi Asing di Indonesia,” Jurnal Serambi Hukum, Vol. 10, No. 02, Agustus 

2016, halaman 78. 
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keelkulasaan deelngan meelnggulnakan cara-cara yang meelrulgikan masyarakat dan 

neelgara99. 

Di dalam su latul sisteelm poelitik yang koentroel soesialnya dilakulkan meellalu li 

hulkulm, seeltiap aktivitas akan diu lpayakan seelsulai deelngan hu lbulngan 

keelmanulsiaan meellaluli sarana yang speelsifik deelngan meelnghindari peelrteelntangan 

yang tidak peelrlul. Apabila peelmeelrintahan didasarkan atas keelkulasaan, 

peelmeelrintahan deelmikian akan ceelndeelrulng akan meelningkatkan keelteelgangan 

dalam bidang poelitik dan seelcara soesial akan meelnimbullkan su latul keeladaan yang 

reelpreelsif. Seeldangkan apabila peelmeelrintahan didasarkan pada hu lkulm, 

peelmeelrintahan seelmacam itu l julstrul akan ceelndeelrulng meelreeldakan keelteelgangan. 

O eleelh kareelna itullah ulntulk dapat meelnceelgah teelrjadinya stru lktulr keelkulasaan yang 

beelrsifat meelnindas dikeelmbangkanlah sisteelm hulkulm yang meelnyeelimbangkan 

keelkulasaan deelngan cara distribu lsi hak dan privileelseel di Antara individu l dan 

keelloempoek100. 

Dalam meelmandang ataul beelrpeelndapat teelntang hu lkulm (baik seelbagai ilmu l 

maulpuln seelbagai prakteelk), kita meellihat pada citra yang ada dan dibangu ln oele elh 

hulkulm (baik seelbagai leelmbaga mau lpuln pranata). Reelalitas yang ada teelntang 

hulkulm meelmpreelseelntasikan proedulk ataul jasa dilakulkan oeleelh leelmbaga peelneelgak 

hulkulm seellama ini, dan citra leelbih meelmproeyeelksikan valuleel dari preelstasi atau l 

keelgagalan teelrseelbult. Sayang seelkali koendisi hu lkulm Indoeneelsia dicitrakan deelngan 

 
99Petrus Soerjowinoto, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Penerbit CV. Garuda Mas 

Sejahtera, Surabaya, 2018, halaman 28. 
100Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana, 2017, halaman 76. 
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isilah keelbulsulkan hulkulm. Citra yang deelmikian teelrseelbult tidak salah kareelna 

koendisi hulkulm kita meelmang dalam keeladaaan kritis dan parah101. 

Hulkulm meelrulpakan su latul sarana yang dituljulkan u lntulk meelngulbah 

peelrikeellakulan warga masyarakat, seelsulai deelngan tuljulan-tulju lan yang teellah 

diteeltapkan seelbeellulmnya. Hu lkulm adalah keelteelntulan-keelteelntulan yang meelnjadi 

peelratulran hidulp su latul masyarakat yang beelrsifat keelndalikan, meelnceelgah, 

meelngikat, meelmaksa. Dinyatakan atau l dianggap seelbagai peelratulran yang 

meelngikat bagi seelbagian ataul seellulrulh anggoeta masyarakat teelrteelntul, deelngan 

tuljulan ulntulk meelngadakan su latul tata yang dikeelheelndaki oeleelh peelngulasa 

teelrseelbult. Hu lkulm adalah sisteelm yang teelrpeelnting dalam peellaksanaan atas 

rangkaian keelkulasaan keelleelmbagaan. dari beelntulk peelnyalahgulnaan keelkulasaan 

dalam bidang poelitik, eelkoenoemi dan masyarakat dalam beelrbagai cara dan 

beelrtindak, seelbagai peelrantara u ltama dalam hu lbulngan soesial antar masyarakat 

teelrhadap kriminalisasi dalam hu lkulm pidana, hu lkulm pidana yang beelrulpayakan 

cara neelgara dapat meelnulntu lt peellakul dalam koenstitulsi hulkulm meelnyeeldiakan 

keelrangka keelrja bagi peelnciptaan hu lkulm, peelrlindulngan hak asasi manulsia dan 

meelmpeelrlulas keelkulasaan poelitik seelrta cara peelrwakilan di mana meelreelka yang 

akan dipilih. 

Poelitik hulkulm seelpeelrti yang diulngkapkan oeleelh Sacipto e Rahardjoe ialah 

adalah stuldi hulkulm yang diarahkan pada iulscoenstituleelndoe (hulkulm yang haruls 

beelrlakul) dan meelrulpakan bagian sulbstansial ilmul peelrulndang-ulndangan 

(Maryantoe). Poelitik hulkulm meelmbahas meelngeelnai bagaimana peelrulbahan yang 

 
101Ucuk Agiyanto, “Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan 

Berdimensi Ketuhanan’, Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di 

Indonesia, halaman 494. 
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haruls dilakulkan dalam hulkulm yang beelrlakul agar dapat meelmeelnulhi keelbultulhan 

masyarakat, meelmbahas proeseels peelmbeelntulkan iulscoenstituleelndulm dari iuls 

coenstitultulm dalam meelnghadapi peelrulbahan keelhidulpan masyarakat, seelrta 

proedulk peelrulbahan hulkulm yang dihasilkan yang meelneeltapkan keelrangka dan 

arah peelrkeelmbangan hulkulm.  

Hal ini julga dipeelrkulat oeleelh peelndapat dari Ultreelch dinyatakan bahwa 

poelitik hulkulm beelrulsaha meelmbulat kaidah-kaidah yang akan meelneelntulkan 

bagaimana seelharulsnya manulsia beelrtindak. Poelitik hulkulm meelnyeellidiki 

peelrulbahan-peelrulbahan apa yang haruls diadakan dalam hulkulm yang seelkarang 

beelrlakul sulpaya seelsulai deelngan keelnyataan soesial. Boeleelh dikatakan, poelitik 

hulkulm meelneelrulskan peelrkeelmbangan hulkulm deelngan beelrulsaha meelleelnyapkan 

seelbanyak-banyaknya keelteelgangan antara poesivitas dan reelalitas soesial. Poelitik 

hulkulm meelmbulat sulatul iulscoenstituleelndulm (hulkulm yang akan beelrlakul), dan 

beelrulsaha agar iulscoenstituleelndulm itul pada hari keelmuldian beelrlakul seelbagai 

iulscoenstitulm. Deelngan ulrgeelnsi dari poelitik hulkulm teelntulnya ini sangat 

diharapkan dalam peelrkeelmbangan proedulk-proedulk peelrulndangan-ulndangan agar 

leelbih seelnsitif teelrhadap peelrkeelmbangan masyarakat Indoeneelsia. Proedulk hulkulm 

dijadikan peeldoeman peelngatulran seelmula aspeelk keelhidulpan baik poelitik, soesial, 

buldaya, keelamanan maulpuln dalam bidang eelkoenoemi. Teelntulnya deelngan aculan 

yang baik dari peelratulran peelrulndang-ulndangan diharapkan dapat meelngatasi 

masalah atulpuln dikoetoemi yang dialami oeleelh masyarakat102. 

 
102Indri Astuti, “Politik Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Forum Ilmu 

Sosial, Vol. 41, No. 2, Desember 2014, halaman 170. 
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Seelhingga poelitik hulkulm ini haruls meellihat feelnoemeelna adanya peelrulbahan 

yang teelrjadi di masyarakat. Meelnulrult Himeels dan Moeoereel peelrulbahan soesial 

meelmpulnyai tiga dimeelnsi yaitul: dimeelnsi strulktulral, dimeelnsi kulltulral dan 

dimeelnsi inteelraksioenal. Dimeelnsi strulktulral meellipulti adanya peelrulbahan aspeelk 

peelrilakul dan keelkulasaan, peelningkatan maulpuln peelnulrulnan seeljulmlah peelranan 

ataul peelngkateelgoerian peelranan, maulpuln peelrulbahan tipeel dan daya gulna fulngsi 

soesial. Dalam dimeelnsi kulltulral yang disoeroeti adalah adanya peelrulbahan 

keelbuldayaan yang ada dalam masyarakat. Seeldangkan dimeelnsi inteelraksioenal 

leelbih dititik beelratkan pada peelrulbahan hulbulngan soesial dalam masyarakat. 

Peelrulbahan soesial meelmang meelnjadi peelrhatian peelnting dalam peelnyeelleelnggaraan 

peelmeelrintahan teelrultama dalam keelgiatan keelkulasaan yaitul beelrkaitan deelngan 

proeseels leelgislasi. Jangan sampai keelkulasaan ini hanya digulnakan ulntulk 

keelpeelntingan para eellit poelitik ataul ulntulk meelleelgitimasikan keelkulasaan dari 

peelngulasa, seelmeelntara itul ulpaya deelmoekrasi yang teelruls digaulngkan di neelgara 

kita akan meelnjadi sulatul keelniscayaan. O eleelh kareelna itul, dalam meelngkaji 

teelntang poelitik hulkulm peelrlul meelngullas teelntang masalah yang aktulal103. 

Poekoek bahasan dalam ilmul poelitik ialah Neelgara (stateel), keelkulasaan 

(poeweelr), peelngambilan keelpultulsan (deelcisioen making), keelbijaksanaan (poelicy), 

peelmbagian keelkulasaan (distribultioen oef poeweelr),dan aloekasi (alloecatioen) hasil-

hasil peelmbangulnan104. 

 
103Indri Astuti, “Politik Hukum Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” Forum Ilmu 

Sosial, Vol. 41, No. 2, Desember 2014, halaman 170. 
104Abdul Manan, Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan 

Islam dan Sistem Hukum Barat, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, halaman 2. 
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Poelitik hulkulm barul beelrkeelmbang di Indoeneelsia seeljak tanggal 17 Agulstuls 

1945 (veelrsi Indoeneelsia). Adapuln syarat ulntulk meelmbulat ataul meelmbeelntulk 

poelitik hulkulm seelndiri bagi sulatul Neelgara ialah: 

1. Neelgara teelrseelbult Neelgara meelrdeelka; 

2. Neelgara teelrseelbult meelmpulnyai keeldaullatan keellular dan keeldalama di mana 

keeldaullatan keellular, Neelgara lain meelngakuli bahwa Neelgara kita meelrdeelka. 

Seeldangkan keeldaullatan keel dalam, keeldaullatan Neelgara diakuli oeleelh seellulrulh 

warga Neelgara. 

Adapuln yang meelnjadi sulmbeelr-sulmbeelr hulkulm bagi poelitik yaitul, 

koenstitulsi, keelbijakan teelrtullis (Ulndang-ulndang), dan keelbijakan tidak teelrtullis. 

Poelitik hulkulm di Indoeneelsia dicantulmkan dalam, peelrtama, koenstitulsi yang 

meelrulpakan garis beelsar dalam poelitik hulkulm. Keeldula, Ulndangulndang teelrmasulk 

dalam keelteelntulan yang beelrlakul. Keeltiga, adanya keelbijaksanaan seelbagai 

peelleelngkap peelmeelrsatul. Keeleelmpat, adat dapat beelrulpa nilai. Keellima, GBHN 

beelrulpa proegram. Keeleelnam, hulkulm Islam dapat beelrulpa nilai105. 

Poelitik hulkulm Indoeneelsia yang beelrdasarkan Pancasila, meelngheelndaki 

beelrkeelmbangnya keelhidulpan beelragama dan hulkulm agama dalam keelhidulpan 

hulkulm nasioenal. Teelrdapat beelbeelrapa arah poelitik hulkulm teelntang 

peelmbeelrlakulkan hulkulm nasioenal, yaitul asas koenkoerdansi yang meelmbeelrlakulkan 

hulkulm barat keel dalam hulkulm nasioenal. Pada dasarnya poelitik hulkulm 

meelngarah pada keelpeelntingan bangsa yang leelbih beelsar, yaitul teelrwuljuldnya 

 
105Abd. Rahman, Baso Madion., Politik Hukum Pertanahan, Penerbit Bosowa Publishing 

Group, Jakarta, 2015, halaman 5. 
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keeladilan bagi seellulrulh bangsa Indoeneelsia yang beelrdasarkan Pancasila dan 

Undang-lUndang lDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945106. 

Poelitik hulkulm seelbagai keelbijakan dasar yang meelneelntulkan arah, beelntulk 

maulpuln isi dari hulkulm yang akan dibeelntulk. Poelitik hulkulm meelrulpakan 

strateelgi dalam rangka meelneelntulkan dan meelneelrulskan arah peelrkeelmbangan teelrtib 

hulkulm dari Iuls Coenstitultulm keel arah peelnyulsulnan Iuls Coenstituleelndulm ataul 

hulkulm yang akan dibeelntulk. Poelitik hulkulm adalah strateelgi, hal ini seelsulai 

deelngan peelndapat Sulnaryati Hartoenoe dalam bulkulnya Poelitik Hulkulm Meelnuljul 

Satul Sisteelm Hulkulm Nasioenal meellihat poelitik hulkulm seelbagai seelbulah alat 

(toeoel) ataul sarana dan langkah yang dapat digulnakan oeleelh peelmeelrintah ulntulk 

meelnciptakan sisteelm hulkulm nasioenal yang dikeelheelndaki dan deelngan sisteelm 

hulkulm nasioenal itul akan diwuljuldkan citacita bangsa Indoeneelsia107. 

Akibat yang ditimbulkan dari diterbitkannya suatu produk politik 

hukum tentang pembentukan organisasi advokat yaitu masalah yang timbul 

saat ini begitu banyaknya organisasi advokat yang ada jika bandingkan 

dengan profesi lain, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi 

dokter indonesia yang menaungi profesi dokter, sedangkan advokat banyak 

sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antara organisasi advokat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya 

organisasi ini tidak membuat perkembangan profesi advokat menjadi menjadi 

 
106Amran Suadi, Mardi Candra., Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana 

Islam Serta Ekonomi Syariah, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, halaman 4. 
107Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit 

Alumni, Bandung, 2010, halaman 1. 
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menurun. Pemerintah dalam hal ini merasa perlu ikut campur untuk 

membentuk dan mempersiapkan calon advokat. 

Permasalahan organisasi advokat di Indonesia meliputi 

ketidakteraturan, konflik, dan kebijakan yang diskriminatif, ketidakteraturan 

organisasi advokat membawa dampak negatif terhadap advokat dan proses 

penegakan hukum, salah satunya belum tercapainya fungsi organisasi advokat 

untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Selain itu, tidak adanya 

standardisasi dalam proses pengangkatan advokat yang dapat menjamin 

kualitas advokat berada pada level kompetensi yang sama. 

Ketidakteraturan organisasi advokat juga menyebabkan lemahnya 

akuntabilitas advokat dalam konteks penegakan kode etik dan organisasi 

advokat dalam menjalankan kewenangannya, tidak optimalnya pemenuhan 

kewajiban pro bono, serta sulitnya memastikan ketersediaan advokat yang 

merata di wilayah seluruh Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas 

Ketidakteraturan organisasi advokat tersebut turut disebabkan kebijakan yang 

dikeluarkan negara yakni yudikatif dan eksekutif terkait Organisasi advokat.  

Faktanya akibat yang ditimbulkan dengan keluarnya suatu produk 

hukum yaitu SK MA 073/2015, sudah lebih dari 50 organisasi advokat selain 

Peradi yang merasa berwenang menafsirkan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa organisasi advokat tersebut merasa 

berhak mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sampai 

pemberhentian advokat 

 



69 
 

 
 

4. Teori Kewenangan  

Keeweenangan atau weeweenang meempunyai keedudukan yang sangat peenting 

dalam kajian hukum administrasi. Keekuasaan seering disamakan beegitu saja 

deengan keeweenangan, dan keekuasaan seering dipeertukarkan deengan istilah 

keeweenangan, deemikian pula seebaliknya. 

Teeoeri keeweenangan meenurut H.D. Stoeud adalah “Keeseeluruhan aturan-aturan 

yang beerkeenan deengan peeroeleehan dan peenggunaan weeweenang peemeerintahan 

oeleeh subjeek hukum public di dalam hubungan hukum public”108. 

Ada dua unsur yang teerkandung dalam peengeertian koenseep keeweenangan yang 

disajikan oeleeh H.D Stoeud yaitu: 

a. Adanya aturan-aturan hukum 

b. Sifat hubungan hukum109. 

Ateeng Syarifudin meenyajikan peengeertian weeweenang bahwa: 

   

“Ada peerbeedaan antara peengeertian keeweenangan dan weeweenang. Kita 

harus meembeedakan antara keeweenangan (authoerity, geezag) deengan 

weeweenang (coempeeteencee, beevoeeegheeid). Keeweenangan adalah apa yang 

diseebut keekuasaan foermal, keekuasaan yang beerasal dari keekuasaan 

yang dibeerikan oeleeh undang-undang, seedangkan weeweenang hanya 

meengeenai suatu “oendeerdeeeel” (bagian) teerteentu saja dari keeweenangan. 

Di dalam keeweenangan teerdapat weeweenang-weeweenang 

(reechtsbeevoeeegdheedeen). Weeweenang meerupakan lingkup tindakan hukum 

public, lingkup weeweenang peemeerintahan, tidak hanya meeliputi 

weeweenang meembuat keeputusan peemeerintah (beestuur), teetapi meeliputi 

weeweenang dalam rangka peelaksanaan tugas, dan meembeerikan 

weeweenang seerta distribusi weeweenang utamanya diteetapkan dalam 

peeraturan peerundang-undangan”110. 

  

 
108Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

Dan Disertasi, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 183.   
109Ibid., halaman 184.  
110Ibid  
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Indroehartoe meenyajikan peengeertian weeweenang, weeweenang dalam arti 

yuridis adalah “Suatu keemampuan yang dibeerikan o eleehh peeraturan 

peerundang-undangan yang beerlaku untuk meenimbulkan akibat-akibat 

hukum”111. 

Seemeentara itu peengeertian keeweenangan diteemukan dalam Black’s Law 

Dictioenary, keeweenangan atau authoerity adalah “Right toe eexeercisee poeweers; to e 

impleemeent and eenfoercee laws; toe eexact oebeedieencee; toe coemmand; toe judge e. 

Coentroel oeveer; jurisdictioen. O efteen synoenymoeus with poeweer”112. 

Max Weebeer meembagi keeweenangan meenjadi eempat macam, yang 

meeliputi: 

1. Weeweenang kharismatis, tradisioenal dan rasioenal (leegal) 

2. Weeweenang reesmi dan tidak reesmi 

3. Weeweenang pribadi dan teerritoerial 

4. Weeweenang teerbatas dan meenyeeluruh113. 

Foekus kajian teeoeri keeweenangan adalah beerkaitan deengan sumbeer 

keeweenangan dari peemeerintah dalam meelakukan peerbuatan hukum, baik dalam 

hubungannya deengan hukum public maupun dalam hubungannya deengan 

hukum privat114. 

Perselisihan tentang kewenangan Organisasi Advokat itu telah diputus 

Mahkamah Konstitusi berulang kali. Namun keputusan tersebut kurang 

diperhatikan oleh beberapa pihak. Mahakamah Agung melalui Surat Ketua 

 
111Ibid ., halaman 185. 
112Ibid  
113Ibid  
114Ibid ., halaman 193. 
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MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tetap 

diusulkan penyumpahan calon advokat selain PERADI terhadap organisasi 

Advokat lain. Perdebatan ini masih terus berlanjut dalam tataran konstitusi 

meskipun tidak terjadi perdebatan pada tataran implemestasi. Pertanyaan 

terus dihadirkan atas PERADI yang merupakan satu-satunya organisasi 

Advokat dengan menjalankan 8 kewenangan yang ditugaskan dalam Undnag-

Undang. Penyebab hal ini adalah karena tidak konsistennya putusan 

Mahkaman Konstitusi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung. 

Masalah kewenangan organisasi advokat meliputi: Pendidikan advokat, 

Akuntabilitas advokat dan organisasi advokat, Standarisasi profesi advokat, 

Penegakan kode etik advokat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, 

Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, 

memberikan pernyataan terkait status organisasi advokat (OA) sebagai 

lembaga negara (state organ) yang harus bersifat tunggal. Pernyataan tersebut 

disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat 

Indonesia (PERADI) yang digelar pada 5-6 Desember 2024 di Bali115.  

Yusril mengemukakan organisasi advokat, sebagaimana lembaga 

negara lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, seharusnya bersifat tunggal. 

Menurut Yusril, organisasi advokat memiliki peran strategis dalam sistem 

penegakan hukum, sehingga keberadaan yang terfragmentasi ke dalam 

berbagai organisasi dinilai dapat menimbulkan permasalahan koordinasi dan 

efektivitas dalam menjalankan fungsi advokasi.  

 
115Dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi 

Dan Pemasyarakatan, Dengan Tema "Penguatan Peradi sebagai State Organ dan Satu-Satunya 

Organisasi Advokat Indonesia”, Dalam Acara Rakernas Peradi 5-6 Desember Di Bali. 
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G. Originalitas Penelitian 

Bahwa peeneelitian ini adalah beenar hasil dari karya oeleeh peenulis seendiri 

deengan meenggunakan reefeereensi dari buku-buku, diseertasi, tulisan karya ilmiah 

lainnya, dan beerbagai bahan hukum lainnya, dibantu juga oeleeh para doeseen seerta 

teeristimeewa beerkat bimbingan Proemoetoer dan Coe-Proemoetoer. 

Seebagai bahan peerbandingan ada beebeerapa jurnal yang meengkaji 

peermasalahan yang tidak jauh beerbeeda deengan judul dan isi dari usulan peeneelitian 

ini, yakni: 

No Penelitian (tahun) 
Teori Metode  Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Diseelrtasi 

Lusia Sulastri,  

Juldull diseelrtasi 

"Reelkoentrulksi 

Peelngatulran Sisteem 

O erganisasi Advoekat 

Seebagai 

Peertanggungjawaban 

Kualits Proefeesi 

Beerbasis Keeadila" 

pada Proegram 

Do ektoer Ilmul Hulkulm 

Fakulltas Hulkulm 

Ulniveelrsitas Islam 

Sultan Agung di 

Tahuln 2019, 

Seemarang. 

Teeloeri 

keeladilan 

(Grand 

Theeoery) 

Teeloeri Sisteem 

Hukum, 

Teeoeri 

Beekeerjanya 

Hukum 

Chambliss 

& Seeidman 

(Midlee 

Theeoery) 

Teeoeri 

Eefeektivitas 

Hukum 

(Applieed 

Theeoery) 

Yulridis 

noermativee 

Dibutuhkan 

reekoenstruksi 

UU Advoekat 

seerta peerlu 

dibeentuk 

Majeelis 

Keehoermatan 

Advoekat 

Nasioenal 

 

reekoentruksi 

UU Advoekat 

deengan 

beerlandaskan  

nilai keeadilan  

Peembaharuan 

UU Advoekat 

yang 

beerlandaskan 

keepastian, 

keeadilan, dan 

hukum. 

2 Diseelrtasi, 

Arbakmis Lamid, 

judul diseertai “Studi 

Kritis Teerhadap 

Peenjeelasan Alinia 

Keedua Pasal 16 

Undang-Undnag 

No emoer 18 Taqhun 

2003 Teentang 

Advoekat Noen 

Teeloeri 

Maqashid al-

Syari’ah 

 

Yulridis 

noermatif 

Peelneelrapan hak 

cipta seelbagai 

agulnan kreeldit 

masih  

teelrkeelndala 

. 

Dikareelnakan 

hak cipta beellulm 

teelrcantulm 

seelbagai agulnan  

Advoekat 

Noen Muslim, 

beeracara di 

Peengadilan 

Agama, 

tidak 

dibeenarkan 

beerdasarkan 

keepada 

tinjauan 

Peelngatulran 

Teelrhadap 

oerganisasi 

dan advoekat 

seecara 

keeseeluruhan 
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Muslim Di 

Peengadilan Agama 

Peerspeektif 

Maqasadih 

Syari’ah”, pada 

pro egram 

Pascasarjana 

Univeersitas Islam 

Neegeeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2020. 

kreeldit pada 

Pasal 43 

Peelratulran Bank 

Indoeneelsia 

14/15/PBI/2012  

teelntang 

Peelratulran 

Peelrbankan 

Indoeneelsia 

Noemoer 

9/6/PBI/2007 

teelntang  

Peelrulbahan 

Keeldula atas 

Peelratulran 

Peelrbankan 

Indoeneelsia 

Noemoer  

7/2/PBI/ 

2005 teelntang 

Peelnilaian 

Kulalitas Aktiva 

Bank Ulmulm 

 

maqasihid 

syariah, 

meengambil 

peertimbangan 

maqasihid 

syariah atau 

maslahat 

dharuriyyat, 

adalah 

seesuatu yang 

meesti ada, 

deemi 

teerwujudnya 

keemaslahatan 

agama dan 

dunia 

3 Disertasi, Erry Meta, 

juduk disertasi 

“Kewajiban 

Advokat Bersumpah 

Menurut Agamanya 

Atau Berjanji Di 

Sidang Terbuka 

Pengadilan Tinggi 

Daam Perspektif 

Kemandirian 

Organisasi 

Advokat”, pada 

Program Studi 

Doktor Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum 

Univerrsitas 17 

Agustus 1945 

Surabaya 

Teori 

hubungan 

hukum dan 

moral, teori 

kewenangan, 

teori 

kemandirian  

 

Yuridis 

normative 

Hak Cipta 

Sebagai suatu 

Objek Jaminan 

Fidusia 

Kewajiban 

profesi 

advokat 

dalam 

bersumpah 

menurut 

perspektif 

kemandirian 

Tinjauan 

organiasi 

advokat serta 

profesi 

advokat 

menuju 

kemandirian 

dan 

berkeadilan 

Namun bagi peneliti yang membedakan pembahasan yang akan diteliti tentang 

peran Organisasi Advokat adalah lebih khusus lagi terhadap Politik Hukum 
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organisasi advokat menuju kemandirian yang berkeadilan lalu professional dan 

bermartabat. Sehingga dengan demikian keaslian dari disertasi ini adalah benar-

benar hasil dari penelitian oleh peneliti sendiri, bukan hasil dari menjiplak atau 

plagiat. 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Istilah penelitian atau riset merupakan istilah yang berasal dari Bahasa 

Inggris yaitu research. Hasil rangkaian dua kata, yaitu “re” dan “to search”  

kata “re” diartikan sebagai kembali dan kata “research” juga ditelusuri 

berasal dari Bahasa latin, yaitu “reserare” yang berarti mengungkapkan116. 

Secara umum legal research (penelitian hokum) merupakan rangkaian 

kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara 

sistematis, utuh dan konsisten117. Menurut Soerjono Soekanto penelitian 

hukum adalah Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu118. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Tipe peneitian ini 

merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Bahder Johan Nasution 

penelitian hukum normatif merupakan pengkajian masalah-masalah hukum 

 
116Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan 

Artikel,  Edisi Revisi, Penerbit Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, halaman 27. 
117Ibid., halaman. 65.  
118Ibid 
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mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, 

perbandingan hukum dan sejarah hukum119.  

Dalam penelitian normatif, Bahder Johan Nasution mengemukakan 

bahwa penelitian ilmu hukum normatif tuntutan atas persyaratan keilmuan 

yang harus dipenuhi adalah: 

a. Dalam membangun konsep harus beranjak dan berpegang teguh pada 

hakekat keilmuan itu sendiri, yaitu ilmu hokum normatif atau ilmu 

hukum positif. 

b. Hakekat keilmuan ilmu hukum normatif itu dilihat dari dua sudut 

pandang yaitu: 

- Dari sudut filsafat ilmu dengan menggunakan pandangan hukum 

normatif 

- Dari sudut teori hukum meliputi tiga lapisan ilmu hukum, yaitu 

dogmatic hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. 

c. Langkah-langkahnya harus langkah kajian ilmu hukum normative, 

yaitu: Diawali perumusan masalah atau penetapan isu hukum, 

kemudian diikuti penetapan metode dan perumusan teori 

d. Pemilihan metode yang digunakan harus sesuai dengan metode ilmu 

hukum normative 

e. Perumusan teori. Dalam merumuskan teorinya mengacu pada penalaran 

hukum dan penalaran itu bertumpu pada aturan berpikir yang dikenal 

dalam logika 

 
119Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, 

Bandung, 2008, halaman 86.  
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f. Sifat keilmuan hukumnya meliputi: 

- Proses yaitu prosesnya harus bersifat ilmiah 

- Produk yaitu produk ilmu 

- Produsen yaitu melahirkan consensus di antara sesame kolega, 

artinya hasil penelitian itu memperoleh persetujuan atau pengakuan 

dari kalangan ilmuwan hokum itu sendiri 

g. Teori kebenarannya pragmatis, yaitu mementingkan berfungsinya teori 

keilmuan secara memuaskan, atau dengan kata lain berguna dalam hal-

hal praktis 

h. Hasil pengkajian berupa argumentasi hokum dan akhirnya diarahkan 

pada perumusan teori120. 

Dalam penelitian hokum normative ini penulis cenderung fokus 

mengkaji dinamika organisasi advokat dan bagaimana langkah kedepan agar 

terjadi harmonisasi dan sinkronisasi dalam banyaknya organisasi advokat di 

Indonesia. 

2. Pendekatan Yang Digunakan 

Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa adalah: 

“Tinjauan yang dilakukan dengan berpegang teguh pada metode 

dogmatic. Di dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya 

perkembangan dalam ilmu hokum positif yang praktis dengan ilmu 

hokum positif yang teoritis. Ada enam pendekatan dalam penelitian 

hokum yaitu pendekatan perundang-undangan atau statute approach, 

pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, 

pendekatan politis, dan pendekatan kefilsafatan”121.  

 

 
120Ibid., halaman 89.  
121Ibid., halaman 92.  
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Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima 

pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-Undang 

(statute approach), pendekatan kasus (case law approach), pendekatan 

historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)122. 

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari 5 

(lima) jenis yaitu: “pendekatan perundang-undangan (statute approach), , 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan 

(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach)”. 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Digunakan pendekatan statute approach dalam penelitian ini karena 

secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang 

dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu 

penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian 

ini. 

b. Pendekatan Historis (Hystorical Approach) 

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan. 

Pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial dan ekonomi 

 
122Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Penrbit Kencana, Jakarta, 

2014. halaman 133.  
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dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang 

dibahas menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan sejarah itu sendiri adalah 

suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui 

pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari 

prosedur penelitian ilmiah. 

c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan Perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan 

yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan 

hukum negara lain. ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada 

penyelidikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut, menurut 

Holland, diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau diterapkan 

pada situasi konkret. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan 

untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain 

atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang 

lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang 

satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. 

d. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Digunakan conceptual approach karena penelitian ini meneliti tentang 

norma hukum dalam perlindungan hukum terhadap saksi yang dikaitkan 

dengan sistem peradilan pidana. Sehingga sangat perlu meneliti konsep-

konsep yang berhubungan dengan persoalan yang menyangkut 

perlindungan hukum terhadap saksi dan apa yang dimaksud dari 

pembentukan Undang-Undang tersebut. 
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3. Pengumpulan Bahan Hukum 

 Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk memecahkan isu hokum dan    

sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan 

sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hokum dapat 

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan 

hokum primer dan bahan-bahan hokum sekunder123. 

Sama halnya dengan Peter Mahmud Marzuki, Bahder Johan Nasution 

juga berpendapat bahwa “Pengkajian bahan-bahan hokum normative berupa 

bahan-bahan hokum, baik bahan hokum primer maupun bahan hokum 

sekunder”124. 

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan materi  penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui 

perpustakaan dan dokumentasi pada instansi terkait.  

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-

bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan disertasi ini. Yaitu, 

buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, makalah, artikel dari media 

massa dan website internet serta majalah yang berhubungan dengan 

masalah yang berkaitan dalam penulisan disertasi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang 

 
123Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., halaman 181.  
124Bahder Johan Nasution, Op.Cit., halaman 97.  
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diperoleh dengan mempelajari kamus yaitu Kamus Hukum, 

Ensiklopedia, dan lain-lain. 

4. Analisis Bahan Hukum 

 Dari bahan hukum yang di peroleh, dikumpulkan, diseleksi dan 

diklasifikasikan. Selanjutnya di analisis secara kualitatif, yaitu 

penganalisaan yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang di tuangkan 

dalam penulisan disertasi ini. Dalam melakukan analisis bahan hukum 

diterapkan teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma 

hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan 

perundang-undangan. 

b. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu 

norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat 

maupun yang tidak sederajat. 

c. Teknik  interpretasi  untuk  menjelaskan  norma-norma  hukum  yang  

rumusannya kurang jelas. 

I. Sistematika Penulisan 

 Penulisan dalam disertasi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna 

mengetahui isi dari penulisan disertasi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-

sub yang saling berkaitan, serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat 

antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Bab I           PENDAHULUAN 
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Dalam  bab  ini  diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II KAJIAN TEORETIS SEBAGAI KERANGKA PEMIKIRAN 

POLITIK HUKUM ORGANISASI ADVOKAT MENUJU 

KEMANDIRIAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM  

       Bab ini merupakan kajian teoretis yang akan membahas tentang 

teori keadilan, teori kepastian hukum, teori politik hukum, teori 

kewenangan. 

Bab III   PEMBENTUKAN ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA  

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

sejarah organisasi advokat di Indonesia, perkembangan dan 

dinamika pengaturan organisasi advokat di Indonesia, konflik antar 

organisasi advokat dan pembentukan Peradi sebagai wadah tunggal 

organisasi advokat 

Bab IV  ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA DAN 

KEMANDIRIAN ADVOKAT YANG BERKEPASTIAN 

HUKUM 

Pada bab ini menguraikan lebih lanjut tentang organisasi advokat di 

Indonesia menuju advokat yang mandiri, peran pemerintah 

mencegah perpecahan organisasi advokat, peran pemerintah mencari 
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solusi dalam polemik single bar dan multi bar dalam organisasi 

advokat, penegakan kode etik profesi organisasi advokat. 

Bab V           ORGANISASI ADVOKAT YANG IDEAL DI MASA 

MENDATANG UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN 

YANG BERKEPASTIAN HUKUM 

 Pada bab ini menguraikan lebih lanjut tentang sistem organisasi 

advokat di beberapa negara, pembaharuan Undang-Undang 

Advokat, kepastian organisasi advokat yang sah, serta single bar 

sebagai bentuk kemandirian organisasi advokat di Indonesia. 

Bab VI          PENUTUP 

 Merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan 

ini yang terdiri dari kesimpulan dari uraian-uraian yang tertuang 

dalam bab pembahasan dan juga berisikan saran-saran yang 

berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan 

disertasi  ini. 


